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MOTTO
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... " Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” ...

(Al-Maidah : 32)

“dpabila timbul sesuatu persengkataan sekitar soal, siapakah ahli waris
si meninggal dan siapakah karenanya berhak atas kemil ikan
harta peninggalan tadi, maka hakim adalah berkuasa
memerintahkan suatu penyimpanan untuk keadilan

atas harta peninggalan itu"

(KUH Perdata B , pasal 956)
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f :Tidak dilambangkan

< :b

TRANSLITERASI

b ir
3z
o S
IS
o2 - sh
o2 :dh
L :th
b :zh
e
‘-,; rgh
Vokal panjang
a L
i
i,

I1. Penggunaan Penyalinan Huruf

A. Huruf 4

Huruf 5 ditulis dengan “w”

@ 9« ditulis “’iwadh”



. Huruf

[T

Huruf (¢ ditulis dengan “y
Je>- ditulis “hiyal”

. Huruf |

Huruf alif yang terdapat di tengah adakalanya dimasukkan, maka dalam
keadaan demikian disalin dengan huruf &

bl ditulis “Ibrahim”

. Huruf Magsurah ()

Alif maqsurah yang berfungsi sebagai vokal panjang hendaknya disalin

dengan huruf &:

s~ ditulis “hattd”

. Huruf Ta Marbuthah (s)
Apabila suatu isim atau sifat yang diketahui oleh adat al-Ta’rif (JI), maka

salin huruf “h”.

do,lialt| ditulis al-mugdradhah

. Tasydid (.)

Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda syaddah.

Joe ditulis “sayyid”

1. Adat al-Ta’rif (JI)

Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf gamariyyah ditulis “af™

Ol,d [ ditulis “al-Qur’an”

. Penggunaan Huruf Besar (kapital)

Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan

kecuali adat al-Ta’rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contohnya : al-Bukhary, al-Qur’an.
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KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
BW  : Burgerlijke Wetboek
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi keinginan bagi setiap orang yang mempunyai kekayaan
(harta), agar apabila ia telah meninggal kelak hartanya dapat dimanfaatkan sesuai
dengan kebutuhannya. Hal ini akan lebih terasa manakala hukum Wwaris yang
berlaku bertentangan sekali dengan keinginan hati -éanubarinya. Jika untuk ini
hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut
keinginannya sendiri &imana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum warisan,
ini adalah suatu hal yang wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas
memperlakukan hartanya sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, adalah wajar
Jika hukum membatasi hak untuk menentukan keinginan terakhir si pewaris
tersebut.

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segeratimbul pertanyaan
bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan kepada siapa saja
harta itu diwasiatkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam
hukum waris.

Perbuatan penetapan pesan terakhir si wafat dalam hukum Islam dikenal
dengan wasiat, yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Belanda
disebut “restument” (termaktub dalam pasal 874 BW). Jika testament tersebut

menetapkan penghibahan barang tertentu, di pakailah sebutan “legaar” sedangkan



sebutan “ersfteiling” diperbolehkan untuk penghibahan semua harta warisan atau

bagian tertentu (seperberapa) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu.'

Dasar hukum wasiat dalam Islam disebutkan dalam surat al-Bagarah ayat 180:
Sl Sy 1l Lol Lot 35 01 ogad | oS dom | e 1310 Sle S

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) mauwt, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk

ibu bapak dan karib kerabatr?/a secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas
orang-orang yang bertakwa. ™

Dalaim hukum Perdata BW dasar wasiat/estament disebutkan dalam pasal
874 dan 875:

“Segala harta peninggalun seseorang yang meninggal dunia, adalah
kepunyaan ahli warisnya menurut (Indang-undang, sekedar terhadap itu
dalam surat wasiat telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang
memuat permyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi
setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”'?

H. F. A. Vollmar dalam pendapatnya menegaskan tentang diperkenankan-

nya seseorang yang akan meninggal dunia untuk menentukan kehendak terakhir,
yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Hanya saja isi dari kehendak

terakhir itu diperkenankan menurut Undang-undang dan dari pembatasan-

pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan

'Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di hdonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000,
h. 82-83,

2 . )
Depag RI, al-Qur ‘an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Our® Jak
1984/ 1985, h, 44. 1 Al-Qur’an, Jakaria,

3 B . - }
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitah Undang-undang Hukum Pe
Paramita, 2001 b, 231. g n Perdata (BW), PT. Pradnya




yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang
atau porsi /egitieme (bagian warisan menurut Undang-undang). Kehendak terakhir
int ditundukkan oleh syarat-syarat tertentu.?

Jadi kalau seorang pewaris mempunyai keinginan untuk membelanjakan
sebagian hartanya sewaktu hidupnya adalah wajar, karena pada hakikatnya seorang
pemilik harta mempunyai hak untuk memperlakukan hartanya dengan baik.

Dalam hukum Islam dan hukum Perdata BW, pewaris mempunyai
kewajiban melakukan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan. Namun
harus diperbatikan juga tentang ahli warisnya untuk mendapatkan harta warisan.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 7;
0905909 31 gl 85 Lo aga 5 Ll s 392,33 15 OF W Iah 1 55 Los paats Sl

Lo in Lonas 251 a0 5 Luo

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian haria peninggalan ibu bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang wanitu ada hak bagian (pufa) dari harta
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan”.’

Dari asumsi ini, maka timbul permasalahan tentang kedudukan wasiat
terhadap harta warisan. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan di atas
diperlukan penelitian kepustakaan yang mendalam dari segi hukum Islam dan
hukum Perdata BW.

Dalam Hukum Islam pelaksanaan wasiat setelah biaya pengurusan mayat

dipenuhi {zg7his) dan semua hutangnya dilunasi. Tetapi apabila wasiat itu melebihi

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 393

4 . .
H. F. A Vollmar, penerjemah: 1. §. Adiwimana, Pengantar Studi Hukum Perdaa,

* Depag RI, Op. Cit., h. 116,



1/3 dari harta warisan untuk memenuhi kelebihannya harus meminta persetujuan

ahli warisnya. Alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw, kepada Sa’ad

bin Abt Wagash:

u_.iJﬁrbgaﬁlsmulk;l&wfddels:d@udﬂlué:)uaﬁguﬂa dxs oy
Frds Jlo o3 By gl a g a8 sf el wilamy o [ 3 gl iz ole

S el Sl 2JG (3 YIS axllb e ds ¥ JB 5l s Saas BT 20 ¥)
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“Dari Sa'ad bin AbI Wuqdsh RA berkata, Rasulullah SAW datang
mengunjungi saya pada tahun haji wada' ketika saya menderita sakit keras.
Lalu saya bertanya, wahai Rasululleh, saya sedang menderita sakit keras.
Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang yang berada, tetapi tidak ada yang
dapat mewarisi harta saya selain seorang anak perempuan saya, apakah
sebaiknya saya wasiatkan dua per tiga harta saya ? “jangan”, jawab
Rasulullah, separuh, ya Rasulullah ? kata saya lugi. “Jjangan”, jawab
Rasulullah lagi. Beliau menjawab, sepertiga harta. Sebab sepertiga itu sudah
besar dan banyak, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan
yang cukup lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan

l’(‘

miskin dan meminta-minta kepada orang banyak ",
Hukum Islam memandang wasiat sebagai ibadah yang bemilai tinggi, hal

ini karena baik al-Qur’an maupun al-Hadits banyak menyinggung tentang
disyariatkannya wasiat. Dengan demikian, kedudukan hukumnya sangat kuat,

apabila ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dipenuhi.

*Mushthafa Muhammad “Imérah, Jawdhir al-Bukhari Al-Hiday
Dalam redaksi lain hadits dari ‘Utsmdn bin Abi Syaibah dan bou Abi
Zuhri dari Amir bin Sa'din: .0/ Jydiss e pgeis 5 o s
Sunan Abi Ddwnd, hadits No. 3 dari awal kitab w
Semarang, h. 3.

ah, Surabaya, 1721 H, h. 149.
' Khalaf hadits dari Sufyan dari
©Gitl Mty Sz G il o o deily syl Libat
asiat juz |1, hadits yang ke 2864, Toha Putra,




Ayat 180 dar surat al-Baqgarah di atas merupakan sumber utama ke/ujah

an wasiat dalam syari’at Islam. Adapun sumber al-Quran lainnya yaitu ayat 106

dalam surat ai-Maidah:
Jae ljscﬁlz.&.p.q“&ﬁrtbjﬂfr._;b[,éb-l SII.S;,_.,S.\I*.Z [geal s dd Lgo b

“Hai orang-orang yang beriman, upabila salah satu di antara kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat
i) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu..."”’

Pada prinsipnya, hukum Perdata B} mengatur tentang wasiat harta waris
yaitu dengan ditentukannya orang yang berwasiat harus sudah berusia 18 tahun
atau sudah menikah. Hukum Perdata B# tidak secara jelas menerangkan tentang
berapa kadar harta yang boleh diwasiatkan, kecuali ményebutkan legitieme portie
dari para ahli waris. Untuk pelaksanaan wasiat/ festament harus dicatat di depan
notaris dan kedudukan orang yang menerima wasiat itu tergantung festamentnya.

Hukum Islam juga memandang wasiat sudih mempunyai kekuatan hukum
manakala orang yang berwasiat itu sudah baligh yakni telah berumur 15 tahun,
baik laki-laki maupun perempuan atau pernah bermimpi keluar sperma dan
datangnya haidh bagi perempuan. Anak kecil tidak boleh berwasiat karena belum
mempunyai kekuasaan dalam harta. Demikian juga orang gila karena ia tidak

dapat membelanjakan harta untuk dirinya.®

7 Depag RI, Op. Cit., h. 180

* Tagiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al.

) Hashani al-Dimasyqi al-Syafi"i
(sclanjutnya disebut al-Syafi'i), penterjemah: Mgh Rifa'i dkk.. Ki .
Semarang, 1982, h. 266, . Kifayatu! Ahyar, PT. Toha Putra,




Islam mengharuskan tentang kadar harta yang diwasiatkan itu tidak boleh
lebih dari 1/3 harta peninggalan, kecuali mendapat izin dari para ahli waris.
Dalam melaksanakan wasiat tidak harus dicatatkan di depan notaris, bisa dengan
ucapan lisan asal jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang
yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut.”

Orang yang berhak menerima harta peninggalan adakalanya ahli waris
maupun bukan ahli waris. Waris-waris yang berhak menerima harta peninggalan
serta tertib, mereka kebanyakan sudah mengetahui (ahli waris misalnya ashdbul
Juriidh, ashdbah nasabiyah, radd kepada d=dwil furidh nasabiyah, d=awil arhdm,
radd kepada salah seorang isteri, ashdbah sababivah (maulal ‘ataqah), ashdbah
laki-laki dari mawlal ‘atagah, orang yang dinasabkan kepada orang lain, orang
yang menerima wasiat lebih dari sepertiga harta dan baitul mal), Sedangkan yang
bukan ahli waris, bisa mendapatkan hak dari harta peninggalan walaupun ada ahlj
waris, bahkan harus didahulukan dari ahli waris, seperti orang yang menghutangi
dan orang yang diwasiatkan untuknya dalam batas vang dibenarkan agama (tidak
boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan).”

Dan orang yang menerima wasiat dari si pewaris, dalam hukum Islam
bukan termasuk ahli waris, akan tetapi ia mcmperoleh harta waris harus
didahulukan. Juga dalam hukum Islam tidak ada istilah pengangkatan ahli waris

dengan wasiat.

? Oemarsalim, Op. Cit., h. 99.

1°T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Figih Mawaris, PT Pusta.a Rizki, Semarang, 1999, h. 235,




Dan uraian singkat dalam latar belakang di atas sudah jelas berbeda
antara kedua obyek pembahasan  hukum tersebut, yang nantinya akan
menarik  dalam penjelasan secara komprehensif pada pokok-pokok
pembahasan tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul, yaitu: WASIAT

HARTA WARIS  (Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum

Perdata (BW)).

. Penegasan Istilah
Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dan salah
pengertian schingga jelas arah dan maksud penulis, dari judu! skripsi di atas ada
beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara singkat. [stilah-istilah
terscbut adalah:
I. Wasiat harta waris
Wasiat adalah suatu keinginan terakhir seseorang  untuk
memperlakukan harta bendanya yang akan menambah amal kebaikannya
pada akhir hidupnya. Oleh karena itu, wasiat harus mendapat perhatian
sepenuhnya dari ahli warisnya."'
Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh sescorang setelah
meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan
hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuaty yang ditinggalkan oleh

grang yang meninggal dunia, menurut istilah Jumhur fugaha’ dinamakan

"" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, pT UIT Press, Yogyakarta, 2001, h. 7
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“tirkah” sekalipun yang meninggal itu punya hutang piutang, baik ‘ainivaf
atau syakhshiyah.”
2. Hukum Islam dan Hukum Perdata B#/

Hukum Islam ialah kaidah asas, aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat Islam, berupa al-Qur'an dan hadits Nabi,
pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang berkembang di suatu
masa dalam kehidupan Islam. "

Hukum Perdata BW# ialah sebuah kitab Undang-undang berasal dari
zaman pemerintahan Belanda dahulu. BW singkatan dari Burgeriijk
Wetboek, ini tersusun dalam bahasa Belanda yang agak kuno, Burgerlijk
Wethoek ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan

hukum Perdata. ™

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan .latar belakang dan penegasan istilah di atas, untuk
mempermudah pembahasan agar nantinya mengarah pada isi dan maksud
yang terkandung pada judul, maka dirumuskan permasalahan yang hendak dikaji

yaitu:

'> Muhammad “Alf al-Shabuni, penegemah: M. Samhuji Yahya, Hukim Waris dalam Syariat
Isdm, PT. Diponegoro, Randung, 1988, h. 4] Yang dimaksud dengan utang piutang ‘Ainipah ialsh
utang piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti: gadai, segala sesuam yang
berhubungan dengan barang yang digadaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan utang piutang
Sytkhshiyal ialah utang piutang yang ada sangkut pautnya dengan kreditur, qirad!, mahar dan lain-lain

i3 . ) )
~ Abdul Aziz Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum Islam 1], PT 1oh
Jakarta, 1997, b 75, + PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

" R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit. h. vi.
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Berapakah kadar harta yang boleh diwasiatkan menurut pandangan hukum
[slam dan hukum Perdata (B#/), apa alasannya?

Bagaimana cara berwasiat atau menyampaikan menurut pandangan hukum
Istam dan Hukum Perdata (8%}, sehingga apa yang terkandung dalam wasiat
tersebut absah dipandang dari segi yuridis?

Bagaimana kedudukan orang yang menerima wasiat baik menurut hukum

Islam maupun Hukum Perdata (BW)?

D. Tujuan Dar Manfaat Penelitian

1.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:
Untuk mengetahui pandangan para ulama dan sarjana-sarjana hukum,
mengenai wasiat harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata (8#)
Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dari masing-masing hukum tentang
hukum wasiat harta waris yang sah, terutama tentang menyampaikan sistem
wasiat harta waris yang sah, dan ketentuan besarnya harta yang boleh
diwasiatkan baik ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata (BW).

Adapun hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca

dan khususnya bagi penulis sendiri:

I

Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum, khususnya masalah
wasiat.
Dapat menambah wacana dan pengetabuan bagi penulis khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya mengeriai wasiat harta waris,

Menambah khazanah kepustakaan di bidang hukum Islam dan hukum

Perdata (BW).
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E. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang wasiat harta waris ini, sebenarnya sudah banyak
diangkat walaupun hanya sebatas sub bab dalam bab warisan, baik dalam hukum
[slam maupun hukum Perdata (B#).

Kajian mengenai wasiat sebenarnya telah banyak terdapat dalam buku
figh maupun dalam kitab-kitab karangan para ulama, khususnya yang berkaitan
dengan perihal hukum waris. |

Adapun buku-buku figh yang menbahas tentang wasiat dalam hukum Islam
secara lebih luas (termasuk di dalamnya tentang harta waris), di antaranya terdapat
dalam karya Fatchur Rahman dalam buku yang berj udu'l Hlmu Waris, Muhammad Ali
Ash-Shabuni dalam bukunya Hukum Waris datum Syari‘at Islam terjemahan dari
kitab: al-Mawdritsu fi-Syari ‘atil Isldmiyah ‘ald Dhau-il Kitdbi wa Sunnah. Demikian
Juga dalam karya tulis Mohammad Rifa’i dkk, diterangkan secara rinci tentang wastat
harta waris meliputi rukun dan syarat wasiat serta banyaknya wasiat tersebut, *°

Dalam Fikih Sunah karya Sayyid Sabiq beliau berpendapat tentang jaiznya
wasiat: bahwa wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya,
orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang yang jauh (bukan kerabat).'® Dan
dalam bukunya Mohammad Anwar berjudul Furaidl Hukum Waris dalam Islam

(Dan Masalah-masalahnya) menjelaskan tentang cara melaksanakan wasiat 7

3 al-Syafi’i, Op. Cit., h. 264-266.

13 - N . . “
Sayid Sabiq, Alih Bahasa: Mudzakir AS, Fikik Sunah, Jilid X1V ’
1987. b 240 i , PT. Al Ma’arif, Bandung,

"7 Moh. Anwar, Faraidl Hukum Waris da

lam Islam (Dan Ma:
lkhlas, Surabaya, Indonesia, 1981, h.17. (Dan awfah-—masafahn_m) PT Al
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Begitu juga dalam kitab-kitab para ulama Figh di antaranya dalam kitab
Biddyah al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugtashid, karya Tbn Rusyd menjelaskan
tentang rukun-rukun wasiat. Dan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, karya Abdul
Aziz Dahlan diterangkan jumhur ulama figh membagi rukun wasiat. Juga dalam
karya Muslim dalam kitab Shahih Muslim, dijelaskan dalam sebuah hadits,
bahwa orang yang berwasiat itu lebih baik mengurangi daripada menambahi. Hal

ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:
Lot gl o Kol Wams (g ol e ) ot BT 5101 ggo i ot il B0
0F 4l 55 89,8 [ plin e 0glS s ol WS Sl Wiy a5 (S By Sl
w5 el el JB e W gy OB )t JHedddl e 19028 GO (I ulie oyl
“Mewartakan kepada Ibrahim bin Musd ar-Rdzi mengabarkan kepada
Isd (yakni lbnu Yinus) dan mewartakan kepada Abi Bakar bin Abi Syaibah
dan Abii Karib berkata: mewartakan kepada Waki' dan mewartakan kepada
Abit Karib mewartakan Ibnu Numair semuanya dari Hisydm bin ‘Urwat dari
Ayahnya dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Alangkah baiknya jika manusia
mengurangi wasiat mereka dari 1/3 ke 14, karena sesungguhnya Rasulullah
SAW, telah bersabda: Wasiat itu 1/3 dan 173 itu sudah cukup banyak *'®
Di samping beberapa karya tulis di atas tentunya masih banyak lag;
tulisan-tulisan yang membahas perihal wasiat harta waris dari sudut pandang
hukum Islam saja.
Sementara itu, kajian tentang wasiat harta waris dari sudut pandang hukum
Perdata (B}#) nampaknya masih jarang ditemukan secara mendetail dalam bentuk
buku dan tulisan-tulisan ilmiah para sarjana hukum. Pembahasan tentang wasiat

harta waris dalam hukum Perdata (BW), sebenarnya sudah menjadi  bagian

'* Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj

Ibn Muslim al- in al-Naj g :
Juz II, Al-Hidayah, Surabaya, t.th., h. 13 m al-Qusyaini al-Naisaburi, Shakiy Muslim.
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pembahasan dalam KUH: Perdata (BW), karya R. Subekti dan R. Tiitrosudibio,
adapun penihal wasiat atau testament itu tercantum dalam pasal 874 — 1022 BW,

H.F.A. Vollmar dalam karya tulisnya yang berjudul Pengantar Studi
Hukum Perduta, menerangkan tentang aturan mengenai bentuk surat wasiat."”
Sedangkan dalam bukunya Sudarsono yang berjudul Hukum Waris dan Sistem
Bilateral menerangkan tentang macam-macam wasiat.?

Kemudian J. Satrioc dalam bukunya yang berjudul Asas-dsas Hukum
Perdata menerangkan bahwa pewaris dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-
undang disebut pewaris ab-intestaat atau berdasarkan kehendak i
pewaris/testament disebut pewaris ab-intestamento dan para ahli warisnya
disebut ahli waris testamentair.?!

Dari beberapa literatur di atas penulis bermaksud mengkaji lebih dalam
mengenal  wasiat harta waris dalam pandangan hukum Islam  untuk
diperbandinékan Hengan pandangan hukum Perdata (BW). Sehingga akan
diketahui hal-hal mana terdapat keselarasan maupun perbedaan antara kedua
sisterﬁ tersebut. Sedangkan kedudukan skripsi ini, dengan karya - karya di atas
itu sangat mirip sekali, karena dalam karya-karya di atas itu hanya menerangkan
beberapa sub bab saja, tetapi pada skripsi ini menerangkan dengan mendetail
sekali tentang wasiat harta waris baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum

Perdata (BW).

"H.F. A. Vollmar, Op.., Cit.. h. 441

** Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h, 42

ny Satrio, Asas-asas Hulum Perdata, Hersa, Purwokerto, 1989 h. 21
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Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan.?
2. Metode pengumpulan data
Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan beberapa
sumber data yaitu:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang
diperoleh langsung dari subyek penelitian yang dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai
informasi yang dicari.”’

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau
library research maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini
adalah al-Qur’an, kitab-kitab Hadits, kitab-kitab mawaris (misalnya: al-
Figh “ali al-Madzahib al-*Arba’ah, Kifayatul Ahyar, Bidayat al-Mujtahid)

dan KUH Perdata BW serta buku-buku Perdata (misalnya: Pokok-pokok

- A
2 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2001

2 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 91.
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Hukum Perdata, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Hukum Waris
Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian).
b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh
lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain?* tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dani subyek penelitiannya.

Yang 1ermasuk saumber data sekunder dalam penelitian ini adalah
buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan
masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data
penelitian dan dapat menunjang terselesainya penulisan skripsi tersebut
ini, seperti makalah (misalnya: Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum
Islam, hibah wasiat dan wakaf, dan pewaris -tak mempunyai ahli waris,
dan lain sebagainya).

3. Metode Analisa Data
Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data
dan materi yang disajikan, antara lain:
a. Metode Content Analysis

Metode content analysis ini diartikan sebagai analisis atau kajian

isi*’ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsickan data

berdasarkan konteksnya.

 Winamo Surakhmad, Penganiar Penelitian limiah, PT. Tarsito, Bandung, 1982, h. 134

* Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu |

PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999 h. 13, emikiran dan Penelifian,
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Metode ini' penulis gunakan dalam bab IV, yakni tentang analisa
wasiat harta waris dalam hukum [slam dan hukum Perdata BW.
b. Metode Komparatif
Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui
analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti
i faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang
| ~ diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.”®
Metode ini penulis akan terapkan dalam bab I dan II1, yang akan
memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat para ulama
ataupun pakar hukum-hukum sehubungan dengan masalah wasiat harta
waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata BN untuk dijadikan

kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaraﬁ yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka
penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang
terdiri dari tiga bagian, yaitu;
Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing,
halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar,

halaman transliterasi dan daftar isi.

Dan isi skripsi yang memuat pokok permasalahan ini termuat dalam bab 1

sampai bab V.

* Winarno Surakbmad, Op. Cit._ h. 143
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Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penetitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab [I. Gambaran umum tentang wasiat, 1) hukum [slam, meliputi,
pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, dan macam-
macam wasiat, 2) hukum Perdata BW, meliputi; pengertian wasiat/testament,
legitieme portie, dasar hukum wasiat/testament, sarat wasiat/testament dan
macam-macam wasiat/testament.

Bab [1I. Kadar harta dan tata cara pelaksanaan wasiat, meliputi; a) kadar
harta yang boleh diwasiatkan, b) cara melaksanakan wasiat, dan ¢) kedudukan
orang yang menerima wasiat.

Bab IV. Analisa tentang wasiat harta waris dalam hukum Islam dan
hukum Perdata BW, meliputi; a) analisa terhadap kadar harta yang boleh
diwasiatkan, b) analisa terhadap cara melaksanakan wasiat, dan ¢) analisa
terhadap kedudukan orang yang menerima wasiat.

Bab V. Penutup, meliputi; a) kesimpulan, b) saran-saran, dan c) kata
penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka,

lampiran-lampiran dan riwayat hidup.




BABII

GAMBARAN UMUM TENTANG WASIAT

A, Wasiat Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Wasiat
Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan pokok wasiat
menurut hukwn Islam, terlebih dahulu penulis menguraikan arti dan

pengertian wasiat baik dari segi efimologi maupun terminologi.

Kata wasiat menurut /ughat (etimologi} berasal dari kata 543 .

merupakan mashdar (kata dasar) yang diambil dan fi%/ madhi yang

berartikan Jla,| dalam bahasa Indonesianya berarti menyampaikan atau

berpesan. Jadi kalau orang berkata 1S, ¢ o)l 05 (seseorang mewasiatkan

sesuatu kepada orang lain), itu sama saja orang tersebut berkata 4wy (dia

telah menyampaikan sesuatu kepada orang lain). Dengan demikian, maka arti
wasiat adalah menyampaikan atau memberikan harta bendanya kepada
seseorang, untuk kebaikan setelah ia meninggal dynia.

Kata wasiat disebutkan dalam al-Qur’an, dalam surat al-Nisa’ ayat 11,

yang berbunyi :

e o33 g e g daoy ag oo e

‘ ! Zainuddin bin Abdul *Aziz al-Malibaci, Farh al-Mu'in bi Syarhi Qurrah al 'Ain, Al-
Hidayah, Surabaya, t.th., h. 92.

16
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“ ... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudal
dibayar hutangnya....””

Dari segi terminologi, ulama madzhab berbeda pendapat dafam
memberikan pengertian wasiat.

Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah men-ta'rif-kan wasiat dengan

memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara sukarela ( ] ) yang

pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang
memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.?

- Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat iﬁlah sesuatu perikatan yang
mengharuskan kepada si penerima wasiat menghaki 1/3 harta peninggalan si
pewasiat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak sepertiga
harta si pewasiat kapada si penerima wasiat, sepeninggalnya.*

Ia membolehkan mengambil hak 1/3 dari harta peninggalan, karena
wasiat itu hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan dan pengambilan 1/3 itu
bukan merupakan keharusan, karena ada kemungkinan seseorang berwasiat
kurang dari 1/3 harta peninggalan.

Imém Malik, juga menjelaskan tentang pengertian di atas, bahwa akad
wasiat mengandung ketentuan dari dua macam masalah, yaitu:

a. Adanya hak pemilikan harta orang yang menerima wasiat dari harta

orang yang berwasiat secbanyak 1/3 hartanya setelah ia meninggal dunia,

? Depag RI, Al-Qur'an dan Tetjematmya, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, Jakarta,

1984/1985, h. 117.

? Fatchur Rahman, fimu Waris, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1994, h. 49-50.
4 Ihid.
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sedangkan apabila si miishi atau orang yang berwasiat masih hidup akad
wasiat belum tetap.

b. Adanya hak orang yang menerima wasiat, untuk menggantikan
kedudukan orang yang berwasiat dalam men-fasharuf-kan hartanya.
Adakalanya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menggantikan
kedudukannya setelah ia meninggal. Dan adakalanya seseorang berwasiat
untuk menerima hartanya setelah ia meninggal.’

Adapun wasiat menurut ulama bermadzhab Syafi’iyah ialah suatu
sukarela (tabarru') dengan kesungguhan hati, hak yang pelaksanaannya
ditangguhkan setelah ada peristiwa kematian orang yang berwasiat

Sedangkan fuqaha Hanabilah men-fa’rif-kan wasiat sebagai suatu
perintah untuk men-fasharuf-kan harta dari orang yang berwasiat yang
dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat
merupakan pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga secara
sukarela dan jumlah hartanya tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.
Karena, wasiat dilaksanakan setelah meninggal orang yang berwasiat, maka
wasiat tersebut dapat dicabut kembali sebelum si pewasiat meninggal.

S;ebagai.mana penulis kemukakan di atas, bahwa wasiat merupakan

pemberian secara rabarru’ dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan

* Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ald al-Madzihid al-Arba ‘ah, Juz I, al-Maktabah al-

Tijariyah al-Qubra, Mesir, 578, h. 316.

8 Ibid

7 Ibid.
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dalam pelaksanaannya, maka hukum Islam menetapkan rukun dan syarat
wasiat tertentu yang harus dipenuhi baik oleh pemberi maupun oleh penerima
wasiat tersebut.
2. Dasar Hukum Wasiat
Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan dalil wasiat, antara lain:
al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’, al-Ma’ql / logika.
a. Al-Qur’an

Adapun dalil al-Qur’an, terdapat dalam surat al-Maidah ayat 106:
Jde 195 51 no gl [ fym g0l | WS o] | M S 8algs fgtel e Ul Ll
e gal | w,.s;.aisubﬂgﬁ,@,simrsﬁayal}r,lrsu
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendakiah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau
dua orang yang berlainan agama dengan kamu, sejak kamu dalam

perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ... "

Adapun perintah mengambil dua orang saksi dalam memberikan
wasiat, menunjukkan pentingnya disyariatkannya wasiat dalam hukum

Islam. Juga, dalam surat lain yang merupakan sumber utama kehujahan

wasiat dalam syart’at Islam disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180:
oA sl o gl 5 0 o gal | WS | 131 oSole S

ol l s G Gy aadly

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda} maw, jika ia meninggalkan harta yang
banyak berwasial untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara
ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

& Depag RI, Op. Cir, h. 180.
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b. As-Sunnah

Dalam as-Sunnah, dapat ditemukan sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqdsh:
S Fadl 35 Ll il Jgu)l i s JB as alll iy yolis gl daw e
§ o daty s8] s o YU § U oy Bauasl s ly J 4l Y]
iy 550 el oS el ly wdad ] s JB § atley Soaarb feds Y JB

Hade giza” .l & 5aiSs Ule PESRCIT R WY

“Dari Sa'ad bin AbI Waqdsh RA berkata: Saya bertanya: Hai
Rasulullah, saya adalah orang yang berharta, tidak ada seorangpun
yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan saya. Apakah
sebaiknya saya mewastatkan 23 harta saya itu?"Jangan”, jawab
Rasulullah. Lalu 173 sambungku lagi, Rasululiah menjawab 1/3,
sebab /3 itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu
meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih
baik dari pada kamu meninggalkan warismu dalam keadoan miskin
yang meminia-minta kepada orang banvak " (HR. Bukhdri Mus! im), 0

c. Al-Ijmad’

Umat [slam sejak zaman Rasulullah sampai saat ini banyak
melakukan wasiat. Temyata hal itu tidak permmah diingkari oleh
seorangpun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan (jjmd’) umat Islam. !

d. Al-Ma’qiil /Logika
Berdasarkan akal sehat (logika), manusia itu selalu bercita-cita

supaya akhir hayatnya diakhiri dengan perbuatan-perbuatan kebajikan

® Ibn Hajar al-*‘Asqdlari, Bulighul Mardm Min Adilar al-Ahkdm, Toha Putra, Semarang,
Indonesia, . th., h. 206.

1% Ton Hajar al-‘Asqélani, Alih Bahasa: Masdar Helmi, Tarjamah Hadits Bulughul Maram,
CV. Gema Risalah Press, Bandung, 1994, h. 321

i

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Ist igh Muamalat
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 93, om (Fligh Mucmaa), PT.
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untuk bertambah amal yang telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT. Hati nurani manusia selalu membisikkan demikian,'? hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
JB E_,.LJAL,.;I yﬁlhﬁ&cj_,a&@bdbés@fj L5 e dast gl; Lo
(S ool (Sl go ety 1 (Srldy a2 (Sle Ganas O] oo Al Jgur, JI5

13. [‘S‘I l.a.c-‘l 3

“Mewartakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad, mewartakan
kepada kami Waki' dari Thalhah bin ‘Amir dari ‘Atha’ dari Abi
Hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya
Allah (menetapkan) bersedekalr kepada kalian, menjelang kematian

kalian dengan 1/3 harta kepada kalian, sebagai penambah amal-
amal kebajikan kalian"."

Untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatan
sewaktu ia masih hidup atau untuk menambah amal kebajikan yang telah
ada seseorang dapat memberikan wasiat.

Karena di dalam wasiat itu terdapat unsur pemindahan hak milik
dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana dalam hal pusaka
mempusakai, maka sudah selayaknya wasiat ity terbatas 1/3 harta
peninggalan saja, agar tidak merugikan ahli warjs '*

Hal semacam ini sangat berkaitan dengan apa yang diperintahkan

oleh Rasulullah SAW, bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan

2 rbid

" Abi *Abdullah Muhammad bin Yazid Tony Majah, Sunan Ibm: AMdjak, Yoz 11, Dir ol Fikr
Beirut Lebanon, 1995 M/ 1415 H, h. 104, ‘ ’

144,
Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Ibny Maiiah peneri k H Abdulizh haii
Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 111, CV., Asy-Syifa, Szmami;]gg;l}?é:;;a; ‘ il Soakaj

"% Fatchur Rahman, Op. Cir._ h. 52,
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cukup itu lebih baik dari pada meninggaikan ahli waris dalam keadaan
kurang atau meminta-minta kepada orang banyak.

Dari sini dapat dimengerti, bahwa Islam dalam mensyari’atkan
hukum-hukumnya sangat memperhatikan kemaslahatan umat manusia,
dimana ahli waris itu sangat dipriontaskan.

Syari’at Islam, memperhatikan benar-benar kemaslahatan-
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu diadakannya hukum nasakh '©
dalam beberapa hukum, untuk menyesuaikan hukum-hukum itu dengan
kemaslahatan masyarakat dan perkembangan masa. Memperhatikan
kemaslahatan manusia dalam urusan mu’amalah, adalah urusan yang
azazi dalam perundang-undangan Islam."”

3. Rukun dan Syarat Wasiat
Untuk menetapkan sahnya wasiat dalam hukum Islam, maka wasiat
baru dianggap sah dan bisa terlaksana bila terpenuhi unsur-unsurnya (rukun-

rukunnya) dan syarat-syaratnya.

16 Terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi nasakh Para ulama mutagaddimin
(abad [ hingga Ul H) memperluas arti nasakh, sehinnga mencakup: (a). Pembatalan hukum yang
ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian: (b). Pengecualian hukum yang bersifat
umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c). Penjelasan yang datang kemudian
terhadap hukum yang bersifat samar; (d). Penetapan syarat terhadap hukum terdahuly yang belum
bersyarat, Sedangkan para ulama tidak berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat al-Qur’an
!'nencakup butir b,c dan d, di atas yang dikemukakan oleh para ulama mautagaddimin tersebut. Namun
istilah yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukannya nasakh tetapi rakhshis (Pengkhususary). Dan
kemudian yang menjadi bahan perselisihan adalah butir a, dalam arti adakah ayat yang dibatalkan
hukumnya atau tidak? Para ulama yang menyatakan adanya nasakh dalam pengertian tersebut
mengemukakan alasan-alasan berdasarkan ‘ag/ dan nag! (al-Qur'an). Lihat M Quraish Shihab
Membumikan Al-Qur ‘an, PT. Mizan, Bandung, 1995, h. 144 ’ '

! "7 T. M. Hashi Ash-Shiddieqy, Penganiar Himu figh, PT_RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991
S ?
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Adapun unsur-unsur (rukun-rukun) wasiat, menurut hukum Islam ada

empat rukun:

a. Al-Mishi (Adanya orang yang berwasiat).

b. Al-Mishd lahu (Adanya orang yang menerima wasiat).

C. Al-Mishd bihi (Adanya harta yang diwasiatkan).

d. Al-Shighat (Adanya lafazh ijab qabil).'

ad.a. Orang yang berwasiat (a/-Mishi), yaitu pihak yang mewasiatkan
sesuatu kepada pihak lain. Orang yang berwasiat itu disyaratkan
sebagai pemilik penuh yang sah atas sesuatu yang diwasiatkan. Tidak
sah sescorang mewasiatkan untuk memindahkan hak milik yang
bukan miliknnya kepada orang lain,"”

adb. Orang yang menerima wasiat (a/-Mishd lahu) adalah rukun wasiat
yang kedua, baik ia berupa person atau lembaga. Para ulama sepakat
bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, dan ahli waris
tidak berhak menerima wasiat. Ahli waris yang dimaksud di sini
adalah ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan dari harta
peninggalan orang yang berwasiat. Para ahli waris yang terhijab boleh
menerima wasiat. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ahli
waris yang miskin dari sekelompok ahli waris yang ada boleh diberi
wasiat. Wasiat boleh pula diberikan kepada salah seorang ahli waris,

kendati ia kaya, kalau disetujui oleh ahli waris-ahli waris lainnya.

'® Abdul Aziz Dahlan dkk, Fnsiklopedi Hukum Islam, Jilid V7, PT. Ichtiar Baru Van Houve
Jakarta, 1997, h. 1927, '

* Helmi Karim, Figh Muamalar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, k. 93.
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Selain itu, seseorang penerima wasiat disyaratkan sudah berwujud
dalam arti yang sesungguhnya ketika wasiat itu diterapkan ataupun
ketika yang berwasiat meninggal dunia. Adapun anak yang belum
lahir (masih dalam kandungan) menurut [slam berhak memperoleh
bagian, bila ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Untuk ini harus ada
bukti-bukti, baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Bukti sebelum
lahir yaitu ketika pewaris meninggal calon anak itu sudah ada dalam
rahim ibunya. Sedangkan bukti sesudah lahir ialah dengan
menagisnya, bergerak atau bemafasnya anak yang lahir.2

ad.c. Sesuatu yang diwasiatkan (a/-Mishd bihi), yaitu obyek yang dijadikan
wasiat, Di bab I telah disinggung bahwa wasiat itu berupa ‘ain harta,
yaitu harta yang terang dan wujud, bisa berupa pengurangan hutang
dan bisa pula memberikan manfaat dari harta yang dipunyai pihak
yang berwasiat.”

ad.d. Shighat wasiat (al-Shighat), yaitu pemyataan dan ungkapan yang
dipakai oleh pihak yang berwasiat dan yang menerima wasiat. Islam
tidak menentukan secara khusus tentang apa bunyi lafazh dan kalimat
yang harus dipakai untuk menyatakan adanya wasiat. Dalam hal ini,
lafazh dan kalimat apa saja boleh dipakai asal mengandung pengertian
pemindahan hak milik seseorang kepada pihak lain setelah pihak

pemberi meninggal dunia. Bila dalam keadaan tertentu, isyarat pun

20 ; .
Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisam Islam di Indonesia: Fksistensi ey
Ekonisia, Yogyakarta, 2002, h, 24. e sistensi dan Adaptabilitas.

2 Helmi Karim, Op.Cit., h. 93,
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boleh digunakan asal makna yang terkandung di dalamnya berarti

wasiat, seperti wasiat orang bisu wasiat juga boieh digunakan atau

dilakukan dengan tulisan. Untuk masa sekarang, wasiat secara tertulis
itulah yang paling kuat. Tentunya, lebih afdhal adalah wasiat itu
disampaikan secara lisan dan dikuatkan dengan tulisan.”

Para fiigaha berbeda pendapat tentang rukun-rukun wasiat ini:

Fuqaha Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam wasiat hanya ada satu
rukun saja yaitu ijab dan qabil. Beliau menyatakan ijab adalah seperti orang
yang berkata: Saya mewasiatkan sesuatu untuk Fulan atau saya berwasiat
kepada Fulan atau lafazh lain yang mengandung unsur pengalihan
hak seperti lafazh saya jadikan kepada Fulan 1/3 harta saya dihaki setelah
meninggal. Sedang gabll merupakan syarat untuk memiliki harta yang
diwasiatkan, maka seseorang yang menerima wasiat belum memperoleh hak
milik dari orang yang berwasiat manakala belum mengucapkan shighat qabill
dari si pewasiat. Tidak disyaratkan menerima yang diwasiatkan dalam wasiat
seperti hibah.?

Sayyid Sabiq berpendapat yang hampir sama dengan Imam Hanafi
bahwa rukun wasiat adalah ijib dari orang yang mewasiatkan, hanya saja
beliau lebih merinci keterangan mengenai bentuk dalam prakteknya.

Bahwasanya rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan.

2 Ibid., h. 96-97.

% Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit., h. 316-317.
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[jab itu dengan segala lafazh yang keluar dari af-Mishi, bila lafazh itu
menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah ia mati dan tanpa adanya
imbalan seperti: Aku mewasiatkan kepa(ia si Fulan begini setelak aku mati; atau
aku berikan itu atau aku serahkan kepemilikannya kepada sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi dengan melalui pernyataan; maka wasiat
itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahami, bila pemberi wasiat tidak
sanggup berbicara; juga sah bila akad wasiat melalui tulisan. Apabila wasiat
itu tidak tertemtu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sckolah atau
rumah sakit, maka ia tidal; memerlukan gabiil; akan tetapi cukup dengan ijab
saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah.
Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan
qabil dari orang yang diberi wasiat setelah pembeni wasiat mati, atau qabil
dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belhm mempunyai kecerdasan
(al-rasyid). Apabila wasiat diterima, maka terjadi wasiat itu. Bila wasiat
ditolak pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi
milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di
dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiat itu, atau menarik kembali
apa yang ia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan

diwasiatkan.?

2t . . . ) _
Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Mudzakir AS, Fikih Sunah Jitid XIV. PT Al-Ma’an
Bandung, 1987, h. 240-241. . PT. Al-Ma’arif,
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Adapun mengenai wasiat dibolehkan setelah memenuhi lima syarat,

sebagai berikut:
a. Islam

b. Baligh

¢. Berakal

d. Merdeka, dan

e. Jujur.

Rafi’i berpendapat wasiat itu disunahkan untuk membayar hutang
dan menghilangkan ketidakadilan.

Sedangkan menurut an-Nawdwi wasiat untuk membayar
hutang dan menghilangkan ketidakadilan merupakan suatu kewajiban.

Karena pentingnya masalah tersebut, maka wasiat perlu adanya syarat-syarat

berikut;

a. Islam
Orang Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada orang kafir, begitu
pula sebaliknya, sebab wasiat itu merupakan amanat.

b. Baligh
Anak kecil tidak boleh berwasiat. la belum mempunyai kekuasaan dalam
harta, Orang gila sama dengan anak kecil. Ia tidak dapat membelanjakan
harta untuk dirinya sendiri, lebih-lebih untuk orang lain.

c. Berakal

Orang Islam yang sudah berakal sehat dibolehkan berwasiat.
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d. Merdeka
Seorang budak tidak mempunyai kekuasan dalam harta. Ia sibuk
mengurusi harta tuannya, maka tidak baik mengurus harta anaknya.

e. Jujur
Tidak boleh berwasiat kepada orang yang fasik, sebab tidak dapat dipercaya.”

Menurut Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh al-Syafi’i bahwa ada
syarat lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan
kepada orang yang menjadi musuh (bermusuh dengan) anak kecil. Orang
yang lemah tidak bisa menbelanjakan hartanya seperti sebab tua, sakit-sakitan
dan lain-lain. Wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat penulis ambil intisari
bahwasanya wasiat merupakan ibadah yang ditundukkan oleh rukun dan
syarat tertentu, nilai ibadah wasiat sangat baik sekali, karena nilai amanat
yang terkandung di dalamnya adalah suatu cermin hubungan wkhuwah
Islamiyah antara si pewasiat dan orang yang diberi wasiat. Hal itu merupakan
hak orang yang diberi wasiat di samping amanah yang harus dijaga dan
dilaksanakan déngan sebaik-baiknya.

4. Macam-Macam Wasiat
_ Sebelum membahas tentang bentuk dan macam-macam wasiat,
penulis akan mengemukakan ayat al-Qur’an yang menjadi pedoman hukum

wasiat. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 dinyatakan:

L] . . e R
al-Syafi’i, penterjemah: Moh. Rifa’i dkk., Kifayatl Ahyar, PT. Toha Putr
1982, h. 266. yar, 7. Toha Putra, Semarang,

26 rhid
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya  dengan  benar  sebagai mana Allah  telah
mengajarkannya... 27

Lafazh ™ 54,256 ” pada ayat di atas menunjukkan amar atau perintah

yang berarti sunah, bukan wajib karena adanya garinah yang tidak

menunjukkan asti wajib, yaitu dalam ayat lain:
bl ai3l (AT 33,05 Liamy oSeamy (yol O

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai  itu  menundukkan amanatnya

(hutangnya)... "

Dari ayat-ayat di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan

bahwasanya Islam mengenal dua macam wasiat, yaitu:
a. Wasiat tertulis, dan
b. Wasiat lisan (tak tertulis)

Dalam syari’at Islam bukti tertulis itu tidak begitu dikenal, karena
pada masa lalu orang yang pandai menulis hanya sedikit apabila
dibandingkan sckarang jauh berbeda, terkecuali dalam menghadapi
persoalan hutang yang ditangguhkan. Pembuktian lebih dikenal dalam Islam

adalah lewat persaksian.

7" Depag R1, Op. Cit., h. 70.

% Ibid., h. 71.
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Lantaran inilah kebanyakan ulama Arab berpegang pada lafazh dan
kekuatan ingatan. Mereka tidak memerlukan tulisan, Nabi Muhammad SAW
sendiri diangkat menjadi Nabi di antara mereka sendiri sebagai orang yang
ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Karena itulah awal mulanya Nabi
Muhammad SAW menolak untuk membaca yang dikemukakan oleh Jibril. ?

Akan tetapi, pada zaman sekarang, yang umumsya orang menggunakan
dokumen, kwitansi maupun surat keterangan tertulis, di dalam pergaulan
hukum dan memisahkan sandaran serta telah terdapat berbagai bukti teknis
untuk mengenali tulisan (mengenai palsu atau tidaknya).

Jadi, dalam syari’at Islam sebagaimana telah disepakati oleh para
ulama, wasiat dapat dilaksanakan dengan cara lisan maupun tertulis. Sistem

tertulis hanya anjuran saja bukan merupakan kewajiban.

B. Wasiat Menurut Hukum Perdata (BW)
. Pengertian Wasiat/testament
Sebelum membahas tentang wasiat (testament) menurut hukum
Perdata (BW). terlebih dahulu penulis kemukakan pasal yang menerangkan
wasiat/testament, Tentang hal ini diatur dalam buku II KUH Perdata BW.
Adapaun jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal,
yang dimulai dari pasal 830-1130 KUH Perdata BW dan yang menerangkan
wasiat atau (festament) dimulai dari pasal 874 -1022 KUH Perdata BW.
Hukum Perdata juga menyinggung tentang wasiat/festament pada

pasal 875 BW :.

35 TM. Hasbi Ash Shidieqy, Op. Cit., h. 134.
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“Adapun yang dinamakan wasial atau testament ialah suatu akia
yang memual pernyalaan seseorang tentang apa yang dikehendakinya
akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat
dicabut kembali” >
Suatu kehendak terakhir atas surat wasiat/festament pada umummya
merupakan pemyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendakinya agar
dilaksanakan sesudah ia meninggal. Pernyataan ini adalah sepihak dan dapat
dicabut atau ditarik kembali. Dalam hal itu, sudah barang tentu bahwa tidak
semua apa yang selalu dinyatakan seseorang agar terjadi setelah orang itu
meninggal dapat dilaksanakan. Isi dari kehendak terakhir itu haruslah,
sebagaimana ditentukan secara jelas oleh pasal 921 KUH Perdata, diperkenankan
menurut Undang-undang dan dari pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh
Undang-undang terhadap pembagian harta kekayaan. Yang paling penting
adalah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau porsi legitieme
portie (bagian warisan menurut Undang-undang) yaitu: bagian tertentu dari harta
kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat
mengemukakan haknya; yaitu yang disebut para legitieme. Karena itu, orang
yang mewariskan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas atas benda tersebut.
Kehendak terakhir itu ditundukkan oleh syarat-syarat terientu.”!

Sebagaimana lazimnya, bahwa tiap pemilik harta mempunyai

wewenang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, dan salah

3 R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitah Undang-undang Hukim Perdaia BW, PT. Pradnya
Paramita, 2001, Jakarta, h. 232.

k1| H . - .
H.F.A. Volimar, Pererjemah: 1. S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukwm Perd
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 339. & tixum  Ceraala,
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satu jalan pemberian -itu adalah lewat wasiat/testament yang mana dalam
KUH Perdata syarat-syaratnya sudah ditentukan.

Dalam hukum Perdata, diakui berlaku sahnya apa yang dinamakan
“codicil” (baca: kodisil) yaitu suatu akta di bawah tangan (jadi bukan akta
notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-
hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau bagian warisan itu
sendiri misalnya pesanan-pesapan tentang penguburan mayatnya. Juga
pengangkatan seorang executeur-festamentair lazimnya dilakukan dalam
suatu codicil >

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, dapatlah dimengerti
bahwa wasiat/festament itu merupakan akta resmi yang harus dicatatkan
dalam pelaksanaanya, di mana isi akta tersebut bernilai legalitas tinggi
sebagai dokumen surat bukti. Di samping itu, hukum Perdata mengesahkan
apa yang dinamakan “codicil” yaitu surat di bawah tangan (yang tidak
dicatatkan di depan notaris), untuk mengangkat para execufeur yaitu
pelaksanaan dari pada surat wasiat tersebut.

Dengan demikian jelaslah dalam hukum Perdata tidak mengenal bentuk
wasiat/testament dengan pesan atau lisan. Hal ini karena hukum Perdata
menguatkan kekuatan hukumnya melalui bentuk yang diwujudkan dengan
sistem tertulis dan tidak mengakui adanya bukti dengan ucapan (fisan).
Kekuatan hukum dengan persaksian akan dibuktikan dengan adanya paraftanda

tangan atau cap jempol yang disebutkan dalam testament.

32 Subekti, Pokok-pokok Hikum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, h. 111,



33

2. Legitieme Portie

Legitieme Portie adalah bagian minimum dari warisan yang dijamin
oleh Undang-undang bagi para ahli waris tertentu. >’

Peraturan mengenai Jegitieme portie ini oleh Undang-undang,
dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat
surat wasiat/testament menurut kehendaknya sendiri. Karena pasal-pasal
tentang legitieme portie ini dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi
menurut wasiat (festamentair erfechi) R

Legitimaris adalah orang yang memiliki hak atas bagian mutlak dari
harta peninggalan, sebab Jegitieme portie pada prinsipnya bagian dari harta
peninggalan (harta warisan) yang tidak dapat dikurangi dengan adanya
testament/wasiat atau pemberian-pemberian tertentu oleh pewaris kepada
seseorang. Undang-undang mengatur secara mengikat dengan tujuan agar
para waris terlindungi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab
dari pewaris.”

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang dalam menetapkan
legitieme portie ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si
wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian
kata Asser Mayer dalam bukunya tentang hukum waris di negeri Belanda

halaman 148.

33 1. Satrio, Asas-asas Hukum Perdata, Hersa, Purwokerto, 1989, h. 212.
 Subekti, Op. Cit,, h. 114,

3% Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994 h. 83



Jadi kélau difelaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan

hukum Islam, dimana hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk
ﬁembum hibah wasiat.

Mengenai orang yang berhak mendapatkan /legitieme portie,
disebutkan dalam pasal 913 BW :

* Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan pada para waris dalam garis lurus
menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak
diperbolehkan menetapkan sesuatuy, ba:k selaku pemberi antara yang
masih hidup, maupun selaku wasiat".

Pada pasal 913 AW mulai dijelaskan, bahwa yang berhak atas bagian
legitieme ini adalah sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-
anak dan keturunan serta bapak ibu dan para leluhumya ke atas.

Ditetapkan pula, bahwa legitieme tersebut tidak dapat diberikan
kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan biasa maupun dengan
hibah wasiat. Jadi sudah jelas berdasarkan BW, janda tidak berhak atas
legitieme portie. Berbeda dengan hukum Islam yang mengenal adanya hal
semacam flegitieme portie bagi janda, juga dengan hukum adat yang pada
prinsipnya menjamin kelangsungan hidup si janda secara layak, dimana
berhak atas harta waris si wafat.”’

Dengan demikian hukum Perdata membatasi jumlah harta yang boleh
dihibahkan wasiatkan untuk melindungi dan menjaga /egitieme portie yang

dimiliki oleh para ahli waris. Bagian legitieme portie adalah hak penuh milik

h. 87

3 R. Subekti dan R.Tiitrosudibio, Up. Cit., h. 239.

7 0e im, Dasar-dasar Hikum Waris di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
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para ahli waris yang 'tidak boleh diberikan kepada orang lain, baik melalui
sistem hibah biasa atau wasiat (testament). Seseorang mendapatkan surat
wasiat tidak boleh mendapatkan bagian yang melebihi dari besarnya legitieme
portie yang dimiliki para ahli waris.

Hukum Perdata tidak menentukan berapa ketentuan yang jelas tentang
berapa kadar harta yang boleh diwasiatkan. Hal ini karena tergantung
besamya legitieme portie yang diperoleh, setelah dibagikan kepada setiap
orang yang berhak menerimanya atau mendapatkannya.

. Dasar Hukum Wasiat/7estament

Sumbef hukum tentang wasiat/festament dalam BW terdapat dalam

pasal 875 yang berbunyi:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat/testament ialah suatu akta
yang memuat pernyataan seseorang ltentang apa yang dikehendakinya
akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan apa yang olehnya d
dicabut kembali”.*® g olennya aapat

Syarat Wasiat/festament
Sebagaimana dalam Hukum Islam, hukum Perdata BW juga
menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik vang berwasiat
maupun yang menerima wasiat untuk keabsahan wasiat tersebut. Adapun bagi
orang yang hendak berwasiat disyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harus mempunyai akal budi (sehat akal budi), syarat tersebut termaktub
dalam pasal 895 dan 896 BW

“Untuk dapat membual atau mencabut surat wasiat, seseorang harus
mempunyai budi akalnya "

38 Gubekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Ci, b, 232.
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“Setiap orang dapat membual atau menikmati keuntungan dari
sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan
dalam bagian ini, dinyaiakan tak cakap itu”.”

b. Tidak ada unsur paksaan atau tipu muslihat dari pihak lain, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 893 BW ;

“Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau
muslihat, adalah batal”. J pa P

c. Orang yang berwasiat harus cukup umur atau dewasa, yaitu berusia 18
tahun, sebagaimana dalam pasal 897 B/

“Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan
belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat”.*!

Sebagaimana pendapat Subekti, seseorang harus sudah mencapai umur 18
tahun atau sudah dewasa, atan sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun *2
Dengan demikian hukum Perdata BW¥ memperbolehkan orang yang sudah
menikzh untuk membuat testament walaupun belum berusia 18 tahun, karena
ia sudah dianggap cukup untuk itu.
Sedang bagi orang yang menerima wasiat dalam hukum Perdata ity
disyaratkan sudah ada. Hal ini disebutkan dalam pasal 899 B :
“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab
Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu sura
wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan

meninggal dunia. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang
menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga ™,

3 1hid., h. 235.
0 rbid., h. 234.
4 1bid, h, 235.

42 guhekti, Op. Cit, h. 111
# R_ Gubelti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, h. 235,
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Hukum Perdata B/ menggariskan tentang suatu adanya seseorang yang
diberi wasiat atau testament itu bisa berwujud atau belum berwujud. Oleh
karena itu, boleh berwasiat kepada bayi yang masih dalam kandungan seorang
ibu. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 KUH Perdata B#, sebagai berikut:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap

sebagai telah dilahirkan,  bilumana juga  kepentingan anak

menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah

telah ada’**

Dengan demikian, dalam hukum Perdata BW, bagi orang yang
berwasiat harus berakal sehat, berusia 18 tahun dan sudah dewasa (sudah
kawin walaupun betum berusia 18 tahun). Juga, dalam hukum KUH Perdata
BW menerangkan bahwa bagi orang yang menerima festament itu harus
sudah ada, hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 899 di atas. Hukum Perdata
BW wmenggariskan bahwa orang yang menerima festament itu bisa berwujud
atau belum berwujud, oleh karena itu boleh berwasiat pada bayi yang masih

dalam kandungan ibunya lihat pasal 2 KUH Perdata B/

5 Macam-Macam Wasiat/Testament

Sebagaimana datam hukum Istam, hukum Perdata B juga menentukan
macam macam wasiat atau festameni. Sebelum membahas macam-macam

(estament, akan diterangkan pasal yang menjadi pedoman yang ada pada KUH

Perdata BW, sebagaimana disebutkan dalam pasal 931 BW :

"Cuatu wasiat hanya holeh dinyatakan, baik dengan akta tertulis
sendirt atau olographis, baik dengan akta umum, akta rahasia atau

1 45
{ertutup .

———

4 thid, h. 3.

4 1hid., h. 244.
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Dari pasal 931 KUH Perdata BW di atas, jelas bahwa menurut
bentuknya hukum Perdata B/ mengenal tiga macam wasiat atau testament,
yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Openbaar Testament.

Openbaar testament adalah suatu testument yang dibuat oleh
seorang notaris, di mana orang yang akan meninggalkan wasiat
menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris
tersebut dengan dihadiri dua orang saksi.

b. Olographis Testament

Suatu festament yang ditulis sendiri oleh orang yang akan
meninggalkan wasiat dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan
dengan dihadiri oleh dua orang sakst.

c. Testament Tertutup (Rahasia)
" SQuatu festament yang dibuat sendiﬁ oleh orang yang akan
meninggalkan wasiat, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya
" sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya

kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.*

e ————

46 Efandi Perangin’ Hkum Waris, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999 h. 78-79.
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KADAR HARTA DAN TATA CARA PELAKSANAAN WASIAT

A. Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan
Pada bagian ini penulis akan membagi dua sub pokok bahasan, yaitu
kadar harta yang boleh diwasiatkan menurut pandangan hukum Islam dan hukum
Perdata B/ .

1. Hukum Islam

Jumlah harta yang boleh diwasiatkan menurut hukum Istam sudah
disebutkan secara pasti yaitu [/3 harta. Tetapi, ulama berselisih pendapat tentang
kasus jika seorang pewaris meninggal tidak mempunyai ahli waris, kadar harta
yang dianjurkan (x4, apakah jumlahnya 1/3 harta atau kurang darinya.

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi
Wagqésh di bawah ini, para ulama melarang berwasiat lebih dari 1/3 harta
waris.

13 L‘(‘_-'-’.S'”u:".cl’f 35 : alll gee lﬁd‘-]tﬁgaﬁju-j;,g.hu.\bﬁ!
) gy &) S S o stk Staai il J 20 9] 38,0 ¥ Jlo 53 LT,
Joguy Ji s 32 JBT Rl rann d B Y (e s ade Al Lo
;.L,,;bw:?»;iw'"éblﬁf&iﬂb&lﬂl P b g ale Al Lo allf

I(«.lr—én:») .UaUICJ}ﬁg:_I, ‘.UL"’..AJ-L‘}. U‘IU.oJ..:-

, Ibn Ahmad Ibn Rusyd al- ; :
1 apa ofWalid Ton Ahmad Ton Mugammd : n Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi,
Biddyah af_}'}‘,ljﬁ;,wa Nikdyah al-Muqtashid Juz /I, Al-Hidayah, Surabaya, t th, h. 252.
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“Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqdsh pulang, kemudian berkatalah ia
kepada Rasulullah., “Ya Rasulullah, sakitku telah demikian parah
sebagaimana engkau lihat sedang aku memiliki harta, dan tidak ada
bekal mewarisku selain seorang anak perempuan saja. Bolehkah aku
bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Maka berkatalah Rasulullah
SAW kepadanya, “Jangan.” Maka Sa'ad berkata kepada beliau,
“Bagaimana jika separuhnya? "Rasulullah SAW berkata, “Jangan.”
Kemudian Rasulullah berkata pula, “Sepertiga, dan sepertiga itu
banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu
sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan
mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang

banyak.””

Bcr&asarkan hadits tersebut di atas, kebanyakan para ulama
berpendapat bahwa pemberian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

Walau demikian, di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa
kadar harta yang utama atau dianjurkan untuk diwasiatkan adalah kurang dari
1/3 karena hadits di atas, menyatakan bahwa 1/3 itu banyak. Misalnya,
Qatadah mengatakan bahwa Abl Bakar mewasiatkan 1/5, sedang

Umar mewasiatkan 1/4. Dan mengatakan bahwa, “Seperlima lebih saya

53
senangi.”

Apakah harta 1/3 yang diwasiatkan itu yang menjadi pegangan atau

harta yang ada ketika si pewasiat itu meninggal dunia?

Malik, an-Nakha’i dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa yang
menjadi pegangan ialah sepertiga harta peninggalan di waktu berwasiat.

Sedang Abil Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang lebih shahih dari kedua

—

2 jbn Rusyd, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abduliah, Terjemah Bidayat al

Mujtahid, CV. Asy-Syifa’, Semarang, 1990, h. 453.

3 Ibid.
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pendapat al-Syafi’l ‘menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di
waktu dia meninggal. Inilah pendapat ‘Ali dan sebagian tabi’in.*
Menurut Fatchur Rahman, diperkenankan memberikan wasiat 1/3 dari

harta peninggalan. Apabila wasiat tersebut melebihi dari batas yang

diperkeriankan; maka pelaksanaannya semata-mata tergantung kepada 1zin
ahli waris. Adapun bila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli
waris, baik ahli waris dari sebab perkawinan atau keturunan (rasab), maupun
memerdekakan budak, dan tidak terdapat orang ye.mg didakukan nasab kepada

orang lain, maka wasiat yang lebih dari batas diperkenankan dan wasiat itu

dapat dilaksanakan.’
Hal ini adalah logis sebab orang-orang yang menjadi penghalang

untuk dilaksanakannya wasiat lebih dari 1/3 itu sudah tidak ada. Jadi,

andaikata seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat 1/2 hart

peninggalannya untuk isterinya yang beragama Masehi dan 1/2 harta

peninggalan yang lain untuk yayasan pembinaan dan pemeliharaan masjid,

maka kedua wasiat tersebut dapat dilaksanakan semuanya. Penerimaan
kelebihan wasiat pada orang atau lembaga yang diberi wasiat melebihi 1/3
galan ini dilakukan, setelah pemberian pusaka kepada orang yang

harta pening

didakukan nasab kepada orang lain, karena orang vang diberi wasiat lebih

peninggﬂla“ ini tidak mempunyai segi kemiripan dengan ahli

dari 1/3 harta

waris, sedang orang yané didakukan nasab kepada orang lain adalah mirip

[
4 Sayid Sabiq, Alih Bahasa

1997, h. 250.
5 Fatchur Rahman,

Mudzakir AS, Fikih Sunah Jilid XIV, PT. Al-Ma’arif. Ban dung

Jimu Waris, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1994, h 7¢
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dengan ahli waris. Sebagaimana halnya orang yang didakukan nasab kepada i
orang lain dapat menerima harta peninggalan bukan dengan cara
mempusakai. Demikian juga keadaan orang atau lembaga yang diberi wasiat

yang melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Hanya saja karena mishd lahu itu

seagama seperti persyaratan pada ahli waris seluruhnya ®

tidak mirip dengan ahli waris, maka bagi m#shd lahu tidak disyaratkan harus
Kemudian apakah berwasiat melebihi kadar harta 1/3 hart |
f

peninggalan itu disunahkan ?
Hal ini harus diperhatikan keadaan ahli waris. Sekiranya mereka
termasuk golongan yang mampu, maka perlu diteruskan (disempurnakan).

Akan tetapi kalau mereka tergolong orang yang miskin, tidak baik sekiranya

diteruskan.”

Sedangkan dalam hal disyaratkanya izin dari para ahli waris untuk

dapat melaksan
harta peninggalan, menurut Sayyid Sabiq pelaksanaannya diperlukan dengan

dua syarat:
rmintaan izin dari ahli war?'s ttu c!ilaksanakan sesudah orang yang
berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu
belum mempunyai hak,.sghm.gga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila
ahli waris memberikan 1zin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka
orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia
ingin. Dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat
mati. maka wasiat ifu _dl-lagksqnakan- _ _

> ri izin itu, mempunyai kompetesi yang sah, tidak

membe punya ,'
b. Orang yang kedunguan atau kelalaian, di waktu memberikan izin. Bila |
|
|
I

i

akan wasiat lebih dari kadar harta yang ditentukan yaitu 1/3 ‘

a. Agarpe
|

dibatasi karena

[
6 thid., h. 76-77.

emah’ Moh. Rif2’i, dkk., Kifayaiu! Ahyar, PT Toha Putra, Semarang,

"al-Syafi’i, pented)
1982, h. 265.
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orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka diapun tidak
boleh mewasiatkan lebih dari 1/3 ini adalah menurut jumhur ulama

Akan tetapi menurut Hanafi, Ishdq, Syarik, dan Ahmad (sebagaimana

dalam riwayat ‘Ali dan Ibnu Mas’dd) boleh untuk berwasiat lebih dari 1/3
(bila tidak mempunyai ahli waris). Sebab dalam keadaan seperti ini orang

yang berwasiat tidak meninggalkan orang yang miskin karena wasiat yang
ada di dalam ayat adalah mutlak. Hanya saja dibatasi oleh sunnah dengan

“mempunyai ahli waris”. Dengan demikian, maka wasiat mutlak itu tetap

terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.”
Pertukaran pendapat di antara para fuqaha ini berpangkal pada sebuah

“illat atau alasan yang ada pada hadits di atas. Apakah sebuah ‘i//at tersebut
bersifat khusus dengan itu (wasiat itu tidak boleh lebih dari kadar harta 1/3
harta) ataukah tidak hatiya dengan itu, yaitu alasan meninggalkan ahli waris

dalam keadaan tidak miskin dan dalam keadaan tidak meminta-minta kepada

orang banyak.
Adapun bagl para fugaha yang menganggap alasan atau ‘iar yang
ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin

Abi Wagdsh tersebut sebagai ketentuan khusus dalam wasiat, maka tidak

adanya ahli waris, tentunya gugurlah batasan wasiat yang harus tidak

melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Dengan tidak adanya ahli waris, gugur

pula ketentuan tersebut.

® Sayid Sabig, Op- C¥- h. 250-251.

% Ibid.
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2. Hukum Perdata BW -
Jumlah harta yang boleh diwasiatkan menurut hukum Perdata Bi¥ itu

tidak disebutkan secara pasti. Karena hal ini tergantung dari besar kecilnya
legitieme portie para ahli waris. Adapun mengenai besar kecilnya legitieme

portie dalam hukum Perdata BW itu, telah diatur dalam pasal: 914, 915, 916

dan 916a KUH Perdata BW.
Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya
meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian
mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak
itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua oranglah

anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-
pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka

masing-masing dalam pewarisan”
“Tiga orang atau Jebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga
perempatiah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing

mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan”.,

“Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian

keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka
terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka
wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskan. Dalam garis lurus
ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang
menurut undang-undang menjadi _bag”ian tiap-tiap mereka dalam garis
itu dalam pewarisan karena kematian ‘

“Bagian mutlak seorang gnak {uar kawin yang telah diakui dengan
.sj)ah, adalah setengah dari bugian yang menurut uandang-undang
sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian”

“Dalam hal-hal, bila mana yang meneﬂflukan besarnya bagian mutlak
harus diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris
karena kematian, namun buk{rn waris mutlak, maka apbila kepada
orang-orang selain ahli waris tak mmigk tadi, baik denga suatu
perbuatan perdatd antar yang masih hidup. maupun dengan surat
wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga
melebihi jumlah yang mana, andaikata ahlf waris tak mutlak tadi tak
ada,sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan, dalam hal-kal

demikianpih,
pemotongan yane
drperbolehkan tadi, s

masing dua

harusiah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-
demikian sehingga menjadi sama dengan jumiah yang
edanglan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh
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dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris
dan pengganti mereka”.

Adapun besarnya legitieme portie menurut pasal 914, 915, 916 dan

916a BW, adalah sebagai berikut:

Jika ada seorang anak yang sah, maka bagiannya separuh harta.
b. Apabila dua orang atau lebih, maka legitieme porrienj(a adalah dua

pertiga dari masing-masing yang seharusnya diperoleh dalam pewarisan

tersebut.

Jika tiga orang anak atau lebih, maka bagian menjadi tiga perempat yang

diperoleh sebagai ahli waris.
Bagian anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka bagiannya

setengah dari bagian menurut undang-undang (harta peninggalan).
Adanya hak atas bagian legitieme portie, barulah timbul apabila

seorang yang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka scbagai ahli

waris menurut undang-undang.

Misalnya saja, jika si meninggal mempunyai anak-anak atau cucu-

cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris. Karenanya
juga tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak legitieme
portie dinamakan “Jegitimaris”. 1a dapat meminta pembatalan tiap festament

yang melanggar haknya e
gurangan (inkorting) terhadap segala macam pemberian warisan,

rsebut. Dan ia berhak pula untuk menuntut supaya
diadakan pen

__-_—.__—.‘-_——._—.-— - -
10 & Subekti dan R Tjitrosudibio Kitah Undang-undang Hukum Perdat (BW), PT. Pradnya

Paramita, Jakarta, 2001, h- 239-240.

—
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baik yang berupa erfstelling maupun yang berupa leguar, atau segala
pemberian yang bersifat schenking yang mengurangi haknya.''

Adapun untuk sebagai dasar dari segala perhitungan tersebut di atas,
harus dipakai jumlah harga yang diperoleh dengan menaksir harga benda-
benda warisan pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal,
ditambah dengan piutang-piutang yang harus dibayar. Pendeknya segala

perhitungan itu harus didasarkan pada harga-harga pada waktu orang yang

meninggalkan wariasan itu meninggal.””

Misalnya: Si A meninggal dunia dengan meniggalkan anak si C

sebagai ahli waris mutlak, dan memberikan wasiat kepada seorang Si F

setelah dipotong (inkorting) untuk kewajiban si mayit (A), misalkan untuk
membayar hutang. Sisa dari harta peninggalan sebanyak Rp 5.500.000,00
maka cara menghitungya adalah sebagai berikut:

Bagian legitieme portie yaitu bagian si C (anak), dan seorang anak

mendapatkan 1/2 harta peninggaian. Mzaka 1/2 nya dari harta peninggalan
adalah Rp 2.750.000,00, dengan demikian ia mendapatkan Rp 2.750.000,00

dan sisanya dapat dihi
utnya, jika si pewaris meninggalkan ahli waris mutlak, ahli

bah wasiatkan.

Selanj
ini disebutkan dalam pasal 916a sedikit sukar

waris biasa, maka hal
dimengerti. Akan tetapi, dengan memberikan contoh permasalahan, maka
akan dapat dimengerti dengan mudah. Misalnya sebagai berikut; si pewaris

Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, h. 113.

I gubekii. Pokok-Pokok Hukum

12 1pid., b 115,
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menghibahkan hartariya kepada orang lain. Si pewaris tersebut mempunyai
beberapa ahli waris, baik ahli waris mutlak (umpamanya anak), maupun ahli

waris tak mutlak (umpamanya istri). Di dalam hal ini ditentukan bahwa
penghibahan itu harus tidak boleh melanggar bagian mutlak dari para waris yang

ditetapkan tanpa memperhitungkan ahli waris tak mutlak itu. Dan kalau hibah
tadi melanggar jumlah bagian ahli waris mutlak yang telah diperhitungkan

dengan cara tersebut, maka kelebihannya dapat dituntut kembal, 13

Adapun yang dapat menuntut wasiat hanya waris mutlak saja. Adapun
rasio dari pasal 916a ini jalah; agar supaya waris tak mutlak dapat perlindungan

dari waris mutlak, jangan sampai bagiannya dirugikan dengan hibah-hibah yang

diberikan oleh pewaris. Dengan tidak memperhitungkan waris tak mutlak maka

ak atas warisan menjadi besar (karena jumlah waris menjadi kurang).
umlah bagian mutlak itu dihitung berdasarkan bagian

waris mutl

Dengan demikian, karena |
maka jumiah bagian mutlak menjadi besar. Tambah

dari seorang pewaris,
fak ini mempersempit kemungkinan adanya hibah-hibah.

besarnya bagian mu
cara begini maka bagian yang tidak dapat dikurangi itu cukup untuk

Dengan
waris bissa (tak mutlak) dan waris mutlak (legitimaris),

dapat dibagi-bag! antara
di dalam mempeshitungk

14
yang sesungguhnya.
mutlak dari seorang anak itu adalah 1/2 x seluruh

an bagian mutlak antara waris sendiri dipakai

dasar adanya waris
Contoh, bagian

ia m empewleh 1/2 (separuh) haria warisan Jadi yang dapat

warisan, jadi
Keluarga Hukum Pembultian, PT. Rineka Cipta,

13 A; Afandi, Huken Waris Hukum

Jakarta, 1997, h. 46.

4 7bid., h. 47.
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dihibahkan adalah 1 = 1/2 = 1/2 harta warisan. Karena yang dapat dihibahkan
sekarang ini hanya 1/2 warisan saja, maka masih terdapat 1/2 warisan untuk

para waris, baik yang mutlak maupun yang biasa. Bagian 1/2

ini dapat dibagi-bagikan antara anak dan istri. Menurut pasal 852a B bagian

si istri sama dengan anak, sehingga istri dapat 1/2 x 1/2 warisan = 1/4

warisan, dan anak juga mendapatkan 174 warisan. '’

Adapun cara untuk menetapkan jumlah bagian mutlak menurut pasal

921 BW adalah sebagai berikut:

a. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggalkan dunia ditetapkan
jumiahnya.

b. Jumlah itu harus ditambah dengan jumiah harga barang yang dihibahkan
pada waktu pewaris masih hidup. Barang-barang itu harus dinilai
menurut keadaan waktu diadakan penghibahan dengan harga pada
pewaris meninggal. - waktu

c. Jumiah yang terdapat dari penjumliahan itu dikurangi dengan segala
hutang dari pewarls. . .

d. Apa yang terdapat dari perhitungan sub ¢, dijadikan dasar untuk
menghitung bagian mutlak para warts.

e. Jika di antara waris mutlak ada yang pernah menerima pemberian dari
pewaris waktu ia masih hidup, maka harga pemberian ini harus
dikurangkan dari bagian rputlalcnya, meskipun pada waktu diadakan
pemberian, pemberian itu dibebaskan dari pengurangan.®

Kesimpulanny4, hukum Perdata BW tidak menyebutkan jumlah harta
yang boleh diwasiatkan, karen2 hal ini tergantung dari besar kecilnya
legitieme portie. maka boleh memberikan hartanya secara keseluruhan

dengan jalan wasiat atau testament.
disebutkan dalam pasal 917 BW, sebagai

Adapun ketentuan ini

berikut:

—

15 1pid, . 48.

16 Ibid.
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“Dalam hal tak adanya keluarga sedarah d
alam gari.
bc_rwah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang gi ; ;;I Ik‘; :’:as dan ke
hibah-hibah antara yang masih hidup_atau dengan surat wasfgn Bwo?:;
. 7

meliputi segenap harta pen inggalan”

B. Cara Melaksanakan Wasiat

1. Hukum Islam

Adapun wasiat dapat dilaksanakan dalam hukum Islam, dengan 2

(dua) cara, yaitu:

a. Dengan cara lisan, dan

b. Dengan cara tertulis.
Cara mewasiatkan harta dalam hukum Islam tidak diwajibkan dengan

tulisan, sebagaimana dalam hukum Perdata BW. Namun tidak salah dengan

mengambil pedoman surat al-Baqarah: 282.

r,s_;,_;,.__.-:S.,J'.a 098 6 gaawn | I s g2 |5 31 10l cpd1 Loy
] asde LS 555 OF 56 Wl Yo Jaally stS”

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara  fundi aniuk  waktu  yang ditentukan,  hendaklah
kamu menuliskannys. Dan hendaklah seorang penulis diantara
kamut menuliskantya dengan  benar sebagaimana Allah  telah

mengajarkantyd - g

Lafazh “pguiS U

. dalam ayat di atas menunjukkan suatu amar atau

n wajib. Yang demikian ini karena adanya

Op. Cit., h, 240.
Te;jemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,

R. Tji[rosudibio,
an dan

17 R Subekti dan

18 Depag Rl AlL-Qur
1984/1985, h. 70.
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suatu garinah yang tidak menunjukkan arti wajib. Adapun garina# yang
dimaksud adalah dalam ayat selanjutnya, yaitu :

e Blol pes 3l U 53,8 Liamy o Samy 0l G6

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, |
maka hendaklah yang dipercayai itu  mendahulukan amanatnya il

(hutangnyaj.... »1?
Dalam kitab figh bahwa bukti tertulis, dan bukti persaksian pada

dasarnya sebagai bukti yang yuridis yang pokok, karena yang diutamakan

" adalah pengakuannya.

Demikian pula pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa

bukti tertulis tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamalkan, karena adanya

: 20
tulisan itu sama lain adalah serupa. h.

Pafa ulama tidak membenarkan semata-mata tulisan sebagai alat

bukti. karena dikhawatirkan adanya pemalsuan dan penghapusan. Pengakuan

tertulis yang telah diajukan di depan sidang, apabila tidak ada pokok !

keberatan dan telah diterima, dapat menjadi alat bukti.

Dalam hukum Islam te
alam wastat. Wasiat dengan cara ini lebih baik karena

rdapat pula ketentuan tentang alat bukti,

sebagaimana terdapat d
an sikap kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan

menunjukk
i senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

sepeninggalnya- Hal in

—_—

" fbid, h. 71 - ’
Bahasa: A Sudjono, Filsafat Hukum Dalam  Islam,
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“Mewartakan kepada Musaddad bin Musarhadin mewartakan kepada
bin Sa'id dari ‘Ubaidillah berkata: Mewartakan kepada saya, Nafi'
yakni Tbru “Umar dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak
uslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan. Laly ia

dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah tertulis di

Yahyd
dari ‘Abdullah
pantas seorang m
bermalam hingga
dekatnya n 3

Almajallah menganggap bahwa pengakuan dengan tertulis sama

dengan pengakuan dengan ucapar. Selain itu, juga diakui sebagai bukti-bukti

tertulis jalah surat-surat resmi apabila aman dari pada pemalsuan dan tidak

rusak, sepert lisensi-lisensi, arsip-arsip pengadilan dan lain-lain %

Hukum Istam sendiri menetapkan bahwa orang-orang yang dipercaya

untuk melaksanakan penulisan iU disyaratkan harus adil dan tidak merugikan
salah satu pihak yang sedang melaksanakan. Misalnya dengan cara memalsukan,

menambah maupun mengurangi, begit juga dengan para saksi-saksi.

Dengan demikian akta yang dibuat oleh pejabat resmi itu dapat

dibenarkan untuk menjadi alat bukti, menurut hukum Islam. Seorang notaris

pihak dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-

juga selaku akan penulisan itu harus adil dan tidak boleh
ga s

merugikan salah satu

ditetapkan dalam ajaran Islam.

ketentuan yang

s A b vas al-Sajsatani, Sunan Abi Déud, Juz 2. Toha Put
21 api Diud Sulaiman bin Asy'as al-58 .
Semarang, 275 H., b. 3. |

nterjemah: H. Bey Arifin dan A. Syingithy

.Sajsatani, Pe
as al-53) Syifa’, Semarang, 1992, h. 527.

. 2 hin AsY’
22 Abi Déud Sum‘:‘bﬂ;ﬂ" a’.y jitid 11, CV. Asy-

Djamaludin, 7erjemah St
: h. 370.
23 Gobhi Mahmassath

op. Cit.,
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D :
alam melaksanakan wasiat harus mendahulukan membayar se
o | mua
hutang bila si pewans mempunyai hutang dari pada wasiat. Hal

. Hal ini

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11:

;,;,J_al L@.gu.a_g.g Loy day o ...

... Sesudah d:pemﬁhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah

dibayar hutangnya ...”

Muhammad ‘Al al-Shabuni berpendapat, bahwa secara sepintas pada
pa

ayat di atas menunjukan pahwa wasiat didahulukan dari pada memb
ayar

hutang, padahal perintah yang benar sebaliknya, yaitu membayar hutang lebih
1

dahulu kemudian melaksanakan wasiat-wasiatn}’a-zs

Fatchur Rahman, mene
mberikan keterangan bahwa dalam wasiat itu mengandung

rangkan bahwa pada ayat 11 dari surat an-

Nisa’ di atas, me
hikmah-hikmah, antara fain:

dalam ayat tersebut tidak memberikan faedah untuk
untuk  merninci (4= jadi seolah-olah Tuhan

XL

a Huruf cébe “o/ °
mentertibkan, tetapi
mengatakan “min ba'di al_ﬂffhd au min ba'di ahadihimd” (setelah
dilaksanakan salah safun atau setelah dilaksanakan salah satu dari keduanya) :
b. Untuk membefi sugesti kepada-orang yaqg meninggal dunia agar g eym-
memberikan wasiat. Sebagatmana diketahui antara wasiat d:;
mempusakai terdapat unsur persamaarl, yakni unsur tidak adanya fegen-
prestasi dari pihak yang menenma. -
hulukan dafam penyebutan tidak selalu menunjukkan kepada

c. Menda
pengutamaan hukum. . .
4 Wasiat itu semula disyan atkan, tetapi kem udian oleh beberapa ayat dalam
beberapa surat telah dinasakh. Tatkala wasiat itu dilunakkan oleh nasakh
nlah dengan mendahulukan penyebutnya.”® ’

maka dikuatk?a

-
p 117

24 Depag RI, op. Cits
asa: A. Zaini Dahlan, Hulkum Waris Mentirut

25 cate gl-Shabunis Alih Bah
Muhammad Alf al-Sh
Al-Our 'an da,,u Hadits, PT- Trigenda Karya, Bandung, 1995, h. 30.

- CI“-! h' 70‘71




Sebagaimana 'dimaklumi bahwa wasiat itu dapat berfungsi sebagai

tabarru’  (sesuatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk
mewujudkan amal-amal kebajikan dan dapat berfungsi sebagai kewajiban, baik
memenuhi kewajiban bersama, seperti untuk memberikan bagian kewajiban

kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dani pada orang

yang mewariskan yang dikenal dengan wasiat wajibah atau memenuhi

kewajiban kepada Tuhan, seperti untuk membayar zakat dan lain-lain.

4 Bila wasiat yang berfungsi tabarru’, dihadapkan pada pelunasan hutang

yang wajib dilaksanakan, maka sudah barang tentu suatu kewajiban itu

adalah lebih kuat untuk dipenuhi dari pada yang fabarru'.

b. Bila wasiaf itu berfungsi wajib dan untuk memenuhi hak sesamanya,

maka pelunasan hutang harus didahulukan dari pada wasiat.

Bila wasiat itu wajib dan kewajiban untuk memenuhi hak Tuhan maka
pelunasan hutang juga harus didahulukan dari pada wasiat itu.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut ternyata bahwa pelunasan
hutang harus didahulukan ar pada pelaksanaan wesiat, sekalipun wasiat wajib."’
suatu wasiat dapat ditarik kembali tanpa

Mellul'ut hukun‘l ISlam,

pertimbangan dari yan
permaksud menjual harta
ud mengalihkan hartanya untuk diwasiatkan kepada

g dibert wasiat, seperti:

meminta
yang diwasiatkan kepada orang

a. Yang berwasiat
lain.
g L s ud menam

c. Yang bcnv_asmt bggmaks
yang diwa51atkan.

berwasiat bermaks
bah, mengurangi atau menukar harta

27 14 s
Ibid.
ok Pembinaan Prasarané dan Sarana Perguruan Tinggi Agama

28 Jimut
Depag RI, 986, b. 196-197.

Islamy 1AIN, Jakarta, 1990




54

Juga, wasiat itu bisa b
atal dengan hilan
gnya salah satu dari
Syarat-

syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

g amh

):in,gij menyampaikan kepada kematian.
pabila orang yang diberi wasiat itu mati sebelum orang memb
mberinya.

b.
Apabila yang diwasiatkan itub
arang tertentu yang rusak s
ebelum diterim
a

C.
) oleh orang yang diberi wasiat.
. Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang b 2
erwasiat.?’

Hukum Perdata (B¥)
Dalam hukum Perdata BW dikenal dengan tiga macam cara melaksanakan
: el
butkan dalam pasal 931 KUH Perdata B, yakni “Suaru

wasiat, scbagaimana dise
dinyatalean, baik dengan akda tertulis sendiri
iri atau olographis

akta rahasia atau tertutup”

wasiat hanya boleh

baik dengan akia umirn, baik
Jadi perinciannya wasiat menurut bentuknya, dalam pasal di atas adalah
a2 Wasiat ditulis sendifi (testament olographis)

b, Wasiat umum (openbar testament)

ia atau wasiat tertutup.

¢. Wasiat rahas
penulis akan menguraikannya secara terperinct
nct,

Untuk memperjelas

sebagai berikut:

tulis sendiri (testan
wasiat yang ditulis sendiri (festament olographis)
s).

a. Wasiat di ent olographis)

Mengena
g menjelaskan dalam
iat tertulis sendiri harus seluruinya ditulis dan oleh si
n harus dsimp an kepuda seorang notaris. Notars-'l‘
ang saksi, berwajib segera membucl;

oleh dua OF
mpanan yang harus ditandatanginya, bersama-

undang-undan pasal 932 BW, yakni:

“Sﬂatu was

yang m
tersebul,
sebuah akid

ewdr 1S
dibanti




BW, dapat dijelaskan sebagai

1) Adanya ke

2)

3)

secara yuridis forma
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sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi
ima an s _ -saksi, akta m
Z;i:;i:fpasz;ﬁ g; bawah surat wasiat, jika surat ini dengaznf h: i
sampa padanya, maupun di atas kertas tersendiri, ji erbuka
wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya; d {m, Jlka surat
ini, di hadapan notaris dan saksi, si yang n;ewa "y hal terhir
membububkan sebuah catatan pada sampulnya, yan ariskan harus
b{zhwa sampul itu berisikan surat wasiainya, c::aratai o
dituatkan dengan tandatangannya. Dalam hal bflamamam' harus
mewariskan, karena sesuatu rintangan  yang n‘mbm; v
penanda!anganan sural wasial atau pun sampuinya, r:;aksex‘elah
menandatangani sampul, atau akia penyimpanan, atau pun ked, dapat
maka notaris tersebul harus memuatkan suatu ketergn an o
satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan rerse!it ", 31‘Ientang

Tentang wasiat olographis sebagaimana disebut dalam pasal 932

berikut:

harusan bahwa wasiat tersebut h TE
ditandatangani oleh pembuat waspfi:(litz.1 arus  ditulis - dan
Wasiat tersebut disimpankan ke seorang notaris de ; .
keharusan untuk dibuatkan akta penyimpanan “akte varznc%z;o?}’be bani
: , yang

harus:
a) Ditandatangani 0
b) Ditandatangani ole
¢) Ditandatangani ole

pernbuatan wasiat

Apabila wasiat tersebut dalam keadaan tertulis/untuk dalam sampul
maka akta penyimpanad tersebut dibuat di atas kertas sendiri,
Sedangkan di atas sampul yang 1sinya testament tersebut dibuat catata,;
yang menyatakan adanya surat wasiat dan harus ditandatangani,
Adapun bagi testament yans dalam keadaan t_erbuka, maka akie van
but dibubuhkan di bawah surat wasiat di depan notaris dan
jtu notaris harus membuat pemyataan di

beberapa saksi. Di samping _
apabila pewarts berhalangan hadir untuk menandatangani
dalam 2% popﬁl?setelah menandatangani wasiat, ngan

memiliki kekuatan pembuktian yang

leh pembuat testament.
h notaris sebagai penyimpanan wasiat. -

wasiat olographis

Juga
I, hat ini disebutkan dalam pasal 933 BW, yakni:

—

3 1hid

32 gudarsono, Hukun War

ral, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 43.

is dan Sistem Bilate
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“Surat wasi .
otaris so5H ;fsztn;i:iulrs.sendiri. setelah ada dala
surat wasiat yan fﬁ‘sa{ yang lalu, adalah Samar: peryimpanan
dianggaplah Suratg .:sefenfggarakan dengan kruamya dengan
penyimpanan, dengan !::k dibuat  pada hari akta umum  dan ;
dibubuhkan c}azam g usah memperha“'kan ai:fmbuaran akta
orruis sendiri di ‘rar wasiat sendiri. Surat wasi n tanggal yang
selurubnya dituli isimpan oleh notaris, harus Ij,{’ yang sebagai
ya ditulis dan ditandatangani sendiri ianggap benar
» 33018}' si yang

mewari. '
ewariskan, kecuali kemudian terbukti sebalikmya

Pada dasarmn
va undang-undang memberi jaminan bahwa ¢
'estament

olographis berkekuatan sama dengan testament vmum, d
penyimpanan testament tersebut harus disimpan oleh not;ri:ilsyafa-t
memiliki kekuatan jugd mengenai penentuan- waku. Maks;dn )
panan pada notaris dengan waktu pe "

waktu penyimpanan pada notarisiah yang dipakai sebagai pegan 24
gan.

Juga testament olographis it, dapat ditarik kembali atau dicab

icabut.

waktu pen im

Hal ini disebutkan dalam pasal 934 BW, yaitw:

«Sowaktu St yang mewariskan diperbolehkan memi

surat wasiatnyd tertulis sendiri, asal, guna tanggun ninta kembali

dari permintadn kembali i dibuatnya suatu akta %{:’;’f notaris,
: ) i

at tertulis sendiri, harus d;g;;gan

ap

pengembalian jtu, surat wasi
dicabut ">

Testament olographis dapat ditarik kembali dengan cara m
eminta
fi notaris, dalam hal ini notaris wajib

L1

kembali testament tersebut da

pcristiwa tersebut. Pelaksanaan festament terseb
ut

at akta tentang
ninggal dunia. Notaris tidak berwena
ng

membu
berlangsung setelah pewaris me

J
Tjitrosudibio, gp. Cit., h. 244.

3 p_Gubekti dan R-

Cit., b- 44.
udibio, OP-

3 gyudarsono, OF

3 p_subekti dan K- jitros
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untuk membuka festament tertutup, dan oleh sebab itu testament tersebut

dibuka oleh notaris, yakni:

1) Notaris harus membuat prises verbal (berita acara).

2) Notaris harus mencatat pula keadaan testament pada waktu diserahkan

Selanjutnya testament  dikembalikan kepada notaris untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.*®

b. Testament Umum (openbar testament)

Testament umumn disebutkan dalam pasal 938 BW, yakni: “Tiap-tiap surat
wasiat dengan aka umum harus dibuat di hadapan notaris dengan
dihadiri ofeh dua orang saksi™¥

Jadi testament umMun adalah surat wasiat yang dibuat oleh notaris.
perwasiat menghadap notaris, untuk

acam ini adalah yang paling baik, karena notaris dapat

Surat sem
; tentang isi dari surat wasiat tersebut, sehingga dapat

mengawas
at-nasihat Supay? is

memf;eﬁkén nasih i surat wasiat tersebut tidak

pasal 940 BW. sebagai berikut:

_ ) gwan‘skan hendak membuat :s-w'ar wasiat tertutup

« Jika S! J";’fkf paik ia sendiri yang menulis ketetapannya, baik
atau rah{rsra. i dil! yang menulisnyd dalam hal; yang satu maupun
orang Iqm un endiril ah yang parus menandatanganinya; ke_rl‘as yang
yang lairh / 1 keleld qu, atau kertas yang dipakai sebagai
memudl segh

v’//
1., h. 45.

3 g, darsono, OP- Ci
7 & subekti dan R TH

] 46.
cudibio: op. cit, h. 2
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u sampul pun dipakainya, haruslah tertutup dan tersegel. }

sampui, kala
Demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada

notaris di depan empat orang saksi, atau didepan saksi-saksi itu si
yang mewariskan harus minta supaya kertas ditutup dan disegel, a’a;n !

rbnenerangkan, bc.xh_wa kertas iru. memuat wasiainya, denga penegasan,

ahwa dia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau '

orang lain yang menulis, namun dia yang menandatang a;iinya {

Notaris tersebul haris membuat suatu_akla pengalamatan surat

wasiat, yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya; akta ini harus f

ditandatangani st yarg mewariskan, notaris dan  saksi-saksi -’

sedangkan jika yang sersebut pewrtama karena suatu alangan yang, |

timbul setelah penandatanganan wasiat, tak dapat menandatangani

akta pengalamaran surat wasiat tadi, maka sebab alangan harus

disebutkan. Segala tertib acara tersebut di atas harus dipenuhi, -
uatan lain tak boleh dilakukan. Tiap-tiup f

sedangkan perbuatan-per b : arar
suratl wasiat tertutip atau rahasia letap ada dipenyimpanan nolaris
di antaranya surat-surat asli yang ada

yang metszgrfmanya, _

padanya
Adapun cara untu
pasal 940 dan 941 BW. 3

.. cendiri oleh pewaris atau orang lain untuk i

tanganinya sendiri.

s menanda
atau sampul yang berisi tulisan itu harus

k membuat festament rahasia atau fesiament

tertutup menurut ebagai berikut:

1) Testament itu h i
dia, dan kemudian pewarl

2) Kertas yang memuat tulisan
ditutup 2tau disege o itan K is de ihadiri
harus diberikan epada notaris dengan dihadiri 4
3) Kertas atau sz:”mags harus menerangkan b_ahwa kertas tersebut berisi
ﬁsl;tﬁ?fna )l::ng ia futis sendirl (atau ditulis orang lain atas namanya),

s
dan iq dibert md;bﬂtg:zmt akte pengamatan (akte super.?criptie) surat A
4) Notaris harus gitulis di 825 kertas atau sampul yang bf;ggm alamat itu i
i harus it tangan oleh notaris, dan 4 saksi. :

¢ untuk saksi dalam pembuatan surat wasiat, harus

perikut:

(zhun atau sudah kawin.
|
i

Syarat--sbfa“"l

memenuhi ketentuan sebagal
harus perumtur 21

1) Orang tersebut

—_—

38 rpid., h. 246-247.

C‘.'r., h_ 20.
_:'




59

2) Warga negara Indonesia.
3) Harus mengerti bahasa yang dipakai dalam testament itu.

Adapun orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi

ialah:;

1) Semua ahli waris dan legataris.
dan keluarga, berdasarkan perkawinan

2) Semua keluarga sedarah
(semenda) sampai dengan derajat ke enam.
dari keluarga tersebut (semua sama saja

3) Anak-anak atat cucu-Cucu
dengan huruf b).
is pada waktu membuat testament.*®

4) Pembantu-pembantu notari
rangkan, suatu testament dapat ditarik kembali

Sebagaimana telah dite

p waktu. Sepert halnya
orang harus mempunyai pikiran yang sehat.

(herroepen) setia dengan pembuatan testament,

menarik kembali testament itu
testament dapat

am (stilzwygend). Pencabutan secara tegas

dilakukan secara tegas

Penarikan kembali suatu

atau secard diam-di

(uitdrukkelijk)
ana diterangkan secara tegas

terjadi dengan dibuatny sestament bary dim

g dahull.l dltaﬂ

bahwa festament yan
tegas dapat dilakukan dengan

0 wasiat pary, Yang menyebutkan tentang pencabutan

uatu festament, diatur dalam pasal 999

b agﬂf berikut:
apabila barang yang dihibahkan,

. T
was:ar_g”g” mewasiatkan, musnah seluruhnya.
dihibahkan setelah

“Tiap-tiap M0
P i hidupr?? ) pila barang yarg
kemusnahan ini tidak

“ bid , h. 21.
4 Subekti, Op- cit. b 111




60

diakibatkan karena perbuatan aiau kesalahan si waris atau orang-orang
lain yang harus menyerahkan barang tadi, dan gugurpun hibah wasiat .'J
terakhir ini telah lalai menyerahkannya pada

itu, biar kiranya yang
waktunya, fika barang itu, andaikata telah diserahkan, di tangan si
penerima hibahpun akan harus musnah juga. "

n dengan surat wasial gugur, apabila waris yang X

“Tiap-tiap ketelapa
diangkat atau 0rang kepada siapa hibah diwasiatkannya, menolak
menerima warisan alau hibah itu, atau jika mereka ternyata tak cakap ,
menerimanyd. 2 %
ntuan pasal 999 dan 1001 BW tersebut di atas, gugurnya

Dari kete

testament disebabkan:

ng yang diwasiatkan musnah semuanya. Jika cuma

1) Apabila barang-bara
dan sisanya dianggap telah berlaku.

scbagian
rbut setelah wafatnya

pewans musnah di luar

2) Barang-barang t€rs¢

salahnya ahli waris.
3) Apabila si yang menerima wasiat memilah apa yang diwasiatkannya, dan
tidak menganggap cukup- }
|

. int
C. Kedudukan Orang Yane Menerima Wwasia

\

I. Hukum Islam
[slam telah menentukan tentang

i bahwa syariat
Adapum sebab-sebab pusaka mempusakai

hubungan kekerabatan atau

Scbagaimana Kit2 K52

sebab-sebab pusaka mem
ada 4 macam SCbab,

pusakﬂi-
yajtu: karena

da
lam Isnlam . ‘ arena wald' (kekerabatan yang hulemiah)
nasab, karena HubWE -
: las dal
[slam ihatul Islam)- Untok memperieis CEE pembalesen 'r

. s N N '
o W encrima WES dalam Istam, penulis jelaskan safl |
kedudukan orang Y™ |
persatu

¢, h 261
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a.
Karena hubungan kekerabatan atau nasab

Kekerabatan atau nasab i
ab, yaitu hubungan nasab
antara orang
yang

mewariskan. Adapun yan isi di
g mewarist disebabkan karen i
a kelahiran seperti
perti;
4

ayah, ibu, anak, cuct, saudara-saudara kandung seayah seib
seibu dan

sebagainya # Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anfal: 75, seb

. » S€ i
berikut: -
. ‘u-‘-‘:JS"UI o‘!,wl-.,:fuéuba-s u-bip-e-@'e rb-ﬁ“ lgfol ...

“  orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan it
% terhadap sesamanya (dari pada yan;

sebagiannyd Jebih berha
bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhn
mengetahii segala sesudaty 4 ya Allah maha

artinya adany? hubungan nasab antara orang yang

Kekerabatan
g diwarisi disebabkan oleh kelahiran

dengan orang yan

sebab adanya hak mem
<ur kausalitas adanya sescorng yang

mewaris
pusakai yang paling kuat,

Kekerabatan merupakarn

merupakan uf

karena kekerabatan
i perkawinan yang dapat hilang

apabila perkawinannya putus)
| gars yang mengh

. iau dart
mewarisi, Kekerabatan dapat digolongkan

ubungkan nasab antara

menjadi 3 golongal (bagian) yaitut:
ari si pewaris.

run (cabang) 4

M
Hukut? waris Jstarm pT.
‘ op. Cit h 274

% Ahmad Azhar Basyir,
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2) Ushu '
) 4/, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewari
T18S.
3 IS UL ' .
) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewari I
- o aris melalui

yamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunny
a

garis men
tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.*

Dalam hubungan kekerabatan ini bagi penerima saham (bagia

n-
ka dapat digolongkan me
ahli waris yang memiliki bagian yang sudah

bagiannya), mere njadi 4 golongan, yaitu:

1) Ashdabah I ariidh, yaitu

pasti besarnya
tidak mendapatkan bagian tertentu

/Vr/,m/){yf.'/z, yaitu
dari (;,:.J;(fba/i ﬁ:r'ﬁdh. atau ‘“Clldapa l

ada ashdbal  furddh  sama

2) Ashidbah

mendapatkan sisa

galan bila

tetapi

seluruh  pening

tidak

sekall.
akalanya yang mendapat

acam bagian, ad

m
is, dalam beberapa keadaan.

3) Ushibah, yaitu ada

uk golongan ahli waris

4) Dzawil Arhdm,
pi tidak termas

nurut syariat Islam merupakan ikatan

b. Karena hubunga™
an perempuan selama ikatan

awinan yang
seorang

syah mM¢
aki-laki d

asing pihak antara S

Perk
uami dan isteri

1..47 Masing—m

adalah bijaksana kalau

® Ibid,

7 Ibid., h. 22.




63

Allah memberikan tertentu sebagai imbalan pengorbanan jerih payahnya

Oleh karena itu, hubungan suami isteri merupakan sebab mempusakai

dalam hukum [slam.
yaitu karena wald' (kekerabatan yang hukmiah),

c. Sebab yang ketiga
wald'wl atagah atau usiibah sababiyah adalah hubungan yang tercipta dari

tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu *®
d. Tujuan Islam (ihatd Jslam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara)
warisan orang yang tidak

ut di atas. Maksudnya apabila orang yang
peninggalannya diserahkan

meninggalkan ahli waris

yang menampung ha

kali dengan sebab terseb
ya ahli waris, maka harta

agat kepentingan umat Islam.*®
arta peninggalan adakalanya ahli

sama s€

meninggal tidak pud

kepada baitul mal untuk berb

erhak menerima h

Orang yans b
thak menerima harta

be

waris dan bukan ahli wart waris, ahli waris yang
tertib, mereka kebanyakan sudah mengetahui.
ndapatkan hak dari harta

peninggalan serta
: waris, bisa mME

s bahkan harus didahulukan atas ahli

mcnghutaﬂgi dan orang Yang diwasiatkan

1 an
waris, seperti 0F2PE y |
- dibenarkan agama (tidak

asal dalam patas yang

penin
boleh melebihi

untukya

P ”da‘hﬂn mfl‘ th A!as‘ H arid@ Fem'nggakm)'
el

v’/’,
o Ashab@®” (pasr

* Sistem
Ahmad Kuzari. . oy

PT
RajaGrafindo Persade, |
ir, 0P cit b 19. ik —

AN



2. Hukum Perdata BW
yang menerima

A

Perdata telah dije

wasiat menu

a. Wasiat yang beris!
al 954 g, wasiat

64

Ahli '
waris melaksanakan wasiat yang meninggal dunia b
maksimal ' .
1/3 harta peninggalan, tanpa izin kepada siapapun, seda
) ngkan

kalau wasiatn 1hi
ya melebihi 1/3 harta peninggal
an yang diting
galkan,

setalah dikurangi hutang-hutangnya dan biaya penyelenggaraan j
jenazah
tidak dibenarkan.jl

Jadi dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa buk
HKAn

berhak mendapatkan harta peniggalan, tetapi ada

(tamyiz), maka

ahli waris saja yang
yang harus diperhatikan seperti orang yang diberi wasiat.
Orang yang diberi wasiat tidak berkewajib
ris. Hal ini karena orang yang diberi wasiat bukan

termasuk golongan ahli waris. Dan dalam huk

pengangkatan ahli waris dengan wa

orang lain
an untuk menanggung

kewajiban pewa
um Islam tidak ada istilah

siat, baik dengan cara lisan maupun

dengan cara tertulis.

Jukan orang wasiat dalam hukum
am KUH perdata BW, karena mengenai macam

ada duad jenis wasiat:
iat pengangkatan ahli waris,

atau wast
pengangkatan waris,

putkan dalam
wasiatkar, memberikan kepada

ana 0rang yang me
atau sebagian (setengah,

Adapun kedu
‘elaskan dal

rut isinya yaitth
; “gpﬁ:eﬂ ing

seperti dise
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orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah

waris di bawah titel umuin.
(hibah wasiat) atau fegaat. Pasal 957 BW

b. Wasiat yang berisi hibah
gan seperti berikut: Hibah
yang khusus di dalam testament, dengan mana yang mewasiatkan
a seorang atau beberapad

memberi keteran wasiat adatah suatu penetapan

orang, antara lain:

memberikan kepad

1) Beberapa barang tertentu.

i satu jenis tertenty.

2) Barang-barang da
atau sebagian, dart

3) Hak pakai hasil ar' celuruh

Orang-orang Yané mendapatkal harta kekayaan menurut pasal
but ahli waris di bawd wah titel khusus

. amakan suatu

tersebut di atas dis€

Yang

“erfstelling”, yaitu penu)

“ahli waris” yang akan menda

yaitu ahli waris m

menurut Undaﬂg-urldﬂﬂga

meninggal “onder ¢

penunjukan 24! '
warisny?

617

82 .., .
Al Afandi. Op. Cit- P !

* Subekti, Op. Cit- I 107

A
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portie), bila hak mercka dilanggar oleh orang lain, maka ia berhak menuntut

haknya ke depan sebagaimana disebutkan dalam pasal 834 BW, yang berbunyi:
atan guna memperjuangkan

“Tiap-tiap waris perhak memajukan 848

hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar yang baik
a, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai

erti pun terhadap mereka,

atas dasar hak yang sam
seluruh atau sebagian har’@ peninggalan. sep
anya. la boleh memajukan

menghentikan penguas
'+ adalah waris satu-saiunya,

yang secara licik telah . £
gugatan itu untuk seluruh warsan jika ia @ wark:
Jika ada beberapd waris lainnya. Gugatan

serahkan kepadanya, segala

atau hanya untuk sebagian, oy di
demikian adalah untuk menuntut, SUPA3 &~ s
apa yang dengan dasar hak apa pun J¥E {erkaffd""g dalam warisan
beserta Sega!a hasil, pendapatan dagu gantt :'u%; dznzgaﬁ’atggn
' ; ini ter -

termakiub dalam bal:f Iie Sdﬂgﬂ bu

pengambilan barang milik”
Penulis melihat keumuman dalam P
dalah ahli waris

dari hakny? a

asal 834 BW di atas, maka yang
menurut Undang-undang

berhak menggugat I
. i 5

(legitieme pom'e) dan ah
unyal /
Mmenurut Undang-undang (yang mempiTy

jsimpulkant sebagai berikut,

diutamakan dahulu.
maka dapet d

. b ahasan di atas
Dari pem _ yasiat dal

an orang yan

bahwa keduduk

adalah dapat menjad
menurut Und

harta peninggala” i

hlltangnya.

p!
*R. Subekti dan

A




ANA BABIV
LISA TEN
TANG WASIATH
ARTA WARIS DALAM
HUKUM ISLA
M

DAN AUKUM PERDATA (BH)

slam sangat penting, berulang-ulang

K
edudukan wasiat dalam kewarisan 1
am ayat-ayat al-Qur’an

disz
utkan

dalam al-Qur’an mengenal wasiat ini, baik dal
un sesudah turuniya ayat kewarisan

Sebelum '
turunnya ayat kewarisan maup

cndin’.'

teryt
am
a dalam ayat kewarisan itu
ukum Perdata BW

u bagian hukum dalam ruang lingkup h

Adapun salah sat
g di dalamnya juga tentang

agian warisan yan

rupakaf bagian rersendiri walaupun ada

adalah
peraturan-peraturan pemb

Mas
alah .
wasiat, Hukum kewarisan me

kete
tkaj
aitan dengan hukum kekeluargaal-
ntang penda ata kekayaan seseorang

ur hal iehwal 1€

Qu iq menfngga[, juga dapat dikatakaﬂ pukum
harta peningga!

waris. Hukum waris itu mengatur

an seseorang. Berhubung

H .
ukum waris, menga!

aki
Atenl-:
g t-akibat hubungan keluars? terhadap
¢ e :
Dgap sifatnya yang sctengah-setengﬂh ini, huk waris lazimnya ditempatkan
tf:rsend].n__2
. k jtu
Sebelum penulis menganalisa pefba"dmga nantatd kedua hokem 3% hukur
ki : 2h baik -
am 4, .+ hartd waris. Alangk nya penulis
o hukum Perdata 5%’ rentang "2
Tnen ) d angah [slam. Adapun sendi-send!
“antumkan sendi-sendi Pef““da"g'un
Per
Un o
dangan-undangan s1™ yaitth
; - Sinar Grafika, Jakarta, 1993

KewariS! sl
Jakarta. 1996, h. 16-17.

h P
106, Sajuti Tholib, Hihant
’a‘

furt per o

2
Subekti, Pokok—pokok Hu

<



Meniadak ..
Tidak ban::kkgplclkan (kesqmpitan) atau yang dikatakan nahyul kharaj
ukum yang ditaklifkan para hamba melaksanakannya. .

Mem X
Memgggﬁt!kan kemaslahatan perkembangan hukum.
Mowui atikan kemaslahatan manusia.

judkan keadilan.”

A, Anali
a
lisa Terhadap Kadar Harts Yang Boleh Diwasiatkan

. Hukum Islam
Sesuai dengan uraian yans sudah dibahas Jalam Bab III, bahwa antara
w, terdapat perbedaan mengenai kadar

hukum Islam dan hukum perdata B

harta yang boleh diwasiatkan-
wasiatkan itu harus

anya mcmbolehkan haria yang di

Hukum Islam h
h. Hal ini untuk dimaksudkan

1/3 harta peﬁinggalan jangan sampai lebi
kemaslahatan para ahli waris, supayd mereka hidup
Nabi -Muhammw

dengan sabda |
j warls cangat kuab dan tidak boleh

Mengisyaratkan tentang eks
gan hiduP sangat layak diperhitungh?
inta-minta kepada orang

dengan layak dan
SAW yang

k .
ecukupan. Sesual

intensi ahl
upaya mercka

diremehkan. Kelangsu?
[ahatan manusia,

meth

“Tidak boleh
haral

membalas kema

g it P

3
T. M. Hasbi Ash—ShiddieqY‘ P

A




Ada !
pun dasar penctapan kaldah il‘li, bersumber pada hadits N
1 abi

M
uhammad SAW, sebagai berikut:
P s oY

madharat kepada 0rang lain dan tidak boleh

;chfgk boleh member!
embalas kemadharalan dengan k '
' gan emadharatan di dalam Islam”
(HR. Malik, Ibnu Madjah dan Ad-Daruqutni). s
gat berusaha untuk

Dari kaidah di atas, jelas bahwa syari’at Islam san

ratan dari manusi
keadilan yang merata.

perkemb,angan dan kemas
ang harus didahulukan dari

menjauhkan kemadha a, baik dari perorangan maupun dari

judkan

masyarakat guna mewujt
lahatan

[slam selalu
para ahli warls ¥

lu mempcrhatikan
ng ada kepada m

pada yang lainny?, na melihat ¥2
a kclangswlga“ hidup dart P
miskin yang

dipaham

manusia. Sela
ercka. Jika hidup

kare
ewaris dapat terus terangkat,

mereka baik mak
meminta-minta,
i bahwa hukum Islam sai

kenyataar, sering terjadi

tidak menjadi orang-oransg
gat relevan

mikian, dapat
tuk dfpraktekkan
at memp
pya atat orang lain hanya

_ Dalam
rihatinkan. Misalnya, orang

Dengan d¢

pada zaman gekarang un

kasus-kasus di masy
orang W

membunuh sau

masalah sepele gurang U2
. masalilh wa

bahwa [slam sangat me
menghe

berwaris (benvasiat saje)s 18

dari 1/3 hart2 peninggalan.
pT Bulan Bin Jakarta 1993, h. 455.
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Walaupun dalam Islam, pelaksanaan wasiat itu harus didahulukan dari

berarti Istam tidak memperhatikan abl

melihat dari sisi tanggung jawab pada

i waris. Hal ini

pada ahli waris, bukan

perlu dimaklumi, karena Islam
si pewasiat. Apabila 12 telah berwasial maka akibat hukum itu menjadi wajib
i akherat tidak menjadi problema. Oleh

yang harus diprioritaskan supaya d
i waris dan jumlah harta yang

m mempcrhatikan ahl

ri 1/3 harta peninggalan (
ahli waris mengizinkan, lebih dari

karena itu, hukum Isla
kalau lebih itu harus

diwasiatkan tidak boleh |ebih da

mendapat izin dari pard ahli waris)- Jika
iwasiatkan, maka diperbolehkan. Apabila

1/3 harta peninggalal untuk di
yang diperbolehkan hanyalah yang

sebagian tidak,
o5 Jika si pewasit memberikan 1/3

ntuk anaknya (kalau

sebagian mengizinkan dan

aka sisany? 2/3u

harta peninggalan untuk seseorans
ak jaki-laki maka 12 dapat geluruh sisa dengan jalan
n maka ia 1/2 harta

ak rempud
ashabalk). Dan kalau yang diting&? alkan 20 Pe
dani i harus peroleh dengan jalan radd.

peninggalan dan masih ad2 hartd
. dikatakﬂn bahwa

mikian,

vang ditinggalkan a0

pukum Islam sangat
galmanapun juga harta yang
hanya 1/3 harta

. waris. Bahkan jika

wasiatkan

Dengan de

memperhatikan kemaslah

diwasiatkan pasti lebih
Peninggalan, sed2l gangkan 515"
i warls
pewaris tidak mempuny® dapat
jahan ! int ema"
2sa

melarang me
.. tidak ada sedangkan yang

seluruhnya. Perm
og)’flkart

penyampaian




ara'mit& ]
akarta, 2001, h. 240
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latkan cuma 1/3 haﬂa, telltll.ﬂyﬂ sisa harta akan emana Akan tetap'
. 1,

yarik, dan Ahmad sebagaimana

sebagi :
agian ulama misalnya Hanafi, Ishdq, S
an Ibnu Mas’iid, membolehkan berwasiat lebih dari

dalam riwayatnya ‘Al d

1/3 harta, apabila tidak ada ahli waris.

2
. Hukum Perdata BW

n dalam hukum Perdata BW, mengenai jumlah harta yang

entukan jumlah y2d
g-undang (legitieme portie).
pasal 917 BW, yaitu:

Sedangka
g secara pasti. Hal ini

boleh diwasiatkan, tidaK di
menurut Undan

Kalau tidak

tergantung ahli waris

undang
m garis ke atas dan ke

punya ahli waris Undang-
sedarah dalal
ng diakui dengan sah,

adanya keluar g4
nak fwar kawin ya
yrat wasiat, boleh

“Dalam hal fak
y dengan §

bawah, pun tak adanya anax-ce
hibah-hibak antara YorE asit hidp
oninggalan -

meliputi segenap harta P
bahwa hukum

s, dapat dimengerti

9]7’ BW di ata
harta yang diwasiatkan.

Adapun dalam pasal
mbatasi keten!

Perdata B tidak M€

Adakalanya sesorang yang diwasiatkan jtu Me peroleh b

besar dari bagian af;] i waris. adakalanya orang yang menerima
peroleh a wastat yang Jebiht kecil dari pagian ahli

wasiat/ restamernt meim

waris.
ang

seorang anak P¢

perempuan, mendapatk

6
R. Subekti dan R Tjitr
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diwasiatkan. Kalau dua orang anak yang sah, yang ditinggal mendapatkan 2/3

harta, maka sisanya 1/3 harta dan bisa diwasiatkan.

orang meninggalkan seorang anak dan isteri,

Sedangkan bila sese
'« mutlak (umpamanya anak), dan

menurut hukum Perdata BW sebagai waris
(umpamanya isteri) biasa. Peraturan dalam

ada juga yang bukan waris mutlak
harus tidak boleh melanggar bagian

hal ini ditentukan bahwa penghibahan itu
ditetapkan tanpa mempe
jumlah bagian yang sudah ditetapkan

rhitungkan adanya waris

mutlak dari para waris Y208

ibah tadi melanggar

tak mutlak. Kalau hib
pihannya dapat dituntut

sebagaimana dalam pasal 916a B maka kele

kembali.’
ya waris mutlak saja. Adapun

Orang yang dapat menuntut wasiat han
supaya Wans is tak mutlak menda
dirugikan dengan hibah

patkan perlindungan
rasio pasal ini ialah: agar hibah
-hiba

rhitungkan waris tak

menjadi besar (karena jumlah

dari waris mutlak
tidak mempe

yang diberikan oleh P

mutlak maka bagian waris ™

waris menjadi kurang). Den

: ;mlah bagian mutlak itu

maka Jumlah bagian mutlak

juga menjadi be

k . a hi
emungkinan adany ok gapat dib

tidak dapat dikurangt
. mutlek

(tak  mutlak) 92" wa
uktion, pT. Rineka Cipta.

\_’// Hu fumt Kg’ﬂafgﬂ

Jaka

A

M, 1997, . 46.

" Ali Afandi, Hukum wari>:
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memperhitungkan bagian mutlak antar2 waris sendiri dipakai dasar adanya
waris yang sesungguhnya.”
Di samping adanya peraturan yang mengenai porsi legitieme portie
vang dapat membatasi harta Yang dihibah-wasiatkar dalam hukum Perdata

dan Jegadt. Adanya

istilah  erftelling
rima hibah wasiat dapat menduduki kedudukan

BW dikenal adanya erfstelling

kemungkinan orang yang mene
uki derajat yang sama

dari si pewaris seperti

dengan ahli waris. Di samping
n-kepentingar
Perdata BW

Wewenang untuk mengatur kepe,ntingﬂ

. ¢ dalam hukum
membayar hutang-hutang si pewans Adany? fea
. imanya dan menjadikan
Ini, yang mana laksand reditur 35 0

tkan barang"

1a berhak untuk mendapa hukumm perdata BW

tampak
Dari an ¢! : i
ari keterang g ahli waris diber! hak bagian untuk
ont. Dengan demikian,

nen dapatkan harta waris.

Mementingkan para ahli W&
memperolch bagian 101"
Kelal datam

Semug ahlj waris tidak 262"

e cntaﬂb’
Dari sini tampak t ab Pra u

Dengan ini ikatakd
gan ini dapat &' vagia

kurano di . Karen
g dihormat!- bag anny?
i perd

dan juga adakalany? lebif . sedik!
cndapatk?” ebit
m . dﬂk mel‘lg
data

Kalay seorang

karena dalam huku™

v

R
Ibid b a7,

A
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dalam
hukum 1
. slam. Padahal harta si pewaris adalah hak si pewaris. Dengan
a sistem hi ' -
ibah wasiat seperti erfstelling dan flegaat ini d
i dapat

meng :
gurangi hak pemilikan si pewaris.
a erfstelling dan legaat dalam hukum

Penulis ;
enulis juga melihat adany
edudukan ahli waris. Adanya

yang mengancam k

Perd
ata B, sebagai sesuatu
orang yang bukan

dimungkinkan

m ini,
ia perkedudukan sama kuatnya

penga
gangkatan ahli waris semaca
¢ Oleh karena,

ahli .
nya dalam mengatur harta bendd
erj.'srelling tersebut, ia yang

h dari si pewarls untuk

den :
gan ahli waris lain milik i pewaris.
adanya

pat hak pend

.. setelah 12 meninggal

Dari sini sudah jelas dengan

mem
peroleh hibah wasiat it4 menda

men
gatur harta benda milik s1P€

iika ti
a tidak meninggalk
' ketidakjelasan

me
nyelamatkan hartanyd

ke
rusakan atau kemust ahan
apat dipahami dari Kedua ©

boleh diwasiatkan:

b
¢da pandangan dalam mencntukﬂﬂ
kada’ hart?
ta BW tidak

H
ukum Islam telah mﬁﬂﬁf‘“’ka“1
per
agkan 4827 ke
. rorgantung bagie"

ha
rta peninggalan- Seda
oleh di

Dari sini d

ba
tas maximal hartd

Hukum

Warn
s, karena im m

A
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an hukum Perda
ta BW, mendahulukan bagi i
. an ahli waris dari pada
lum Islam dan hukum Perdata BW itu bertujuan

itu tidak dihabisi oleh hibah
hukum tersebut itu berbeda.

wasia
t. Maka hal ini, baik hu

untuk ;
melindungi ahli waris, 2831 supaya haknya

wasiat, h ..
anya saja jalan yang ditempuh oleh kedua

B
N Al‘la]‘
isa T
erhadap Cara Melaksanakan Wasiat
b iat yaitu depgan cara

Dalam hukum Isia

lisa
n da
n cara tertulis, sedangkart

be
nt
uk tertulis saja.

Hukum Istam
Para ulama tidak mengharusk perwasiat dengan card tertulis, selain
pelaksanaﬂ disaksikatt oleh dua

poleb berlainan 3

a kalau tidak ada yang

anjura. Dalam
Allah gWT dalam surat al-

hanya sebagai

ora .
ng saksi yang seagama atav
: dengan figmanl

Sea
gama (terpaksa)- Hal ini sesud!

M .
aidah ayat 106. perbuny’:

aﬂ‘r{"’iﬁ’lsl'&mm
|;,1r5}.;=yaljs-i_,7

‘lewﬁu J‘,ﬂléﬁr"’r’ﬁ

|gial il

ps-"d.wbaud
f'é .

i3l =55 2 7 ;o899 st .
.af.:'ifyllslls jpd
pila salah seorang diantara
;o maKd hendaklah

. a
ng bf«""”’a’;,i gg an be,-,ms:a
sadd”f-’ ks yong adil di gniara kami.
P Jjika famu dalam
n Kamu

“Hai orang O e i
 kemad i g 07
dﬂa dgngaﬂ i
: pahays femalid
), lalu

ﬁamu menghada;z o p
wasiat itw) 45 ikt oy’
atau dua 07" yang bg’tlamffrz kﬁmu AitimP? .k bers
perjalana” i muka punti X2 ngbahyﬂﬂg ™
rahan kedud 5 ey sesrfdﬂ/’ o pam Jiiah. fam¥ ;agﬂ-ragu
a bersumﬂ‘;ﬁ:ﬁfmbgﬁ Jengon  ini harga ¥4 g
a

mereka keduan 1k
Demi Allah) i 1
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' 'f'tfff“’m ahn®
ol Hukrm Dalemt

’ }\I‘h »
Ma arif, Bandung, 976,

A

ng), walaupun dia karib kerabat, dan

‘:ijifkif (untuk kepentingan seseora

1; ak (pula) kami menyembunyr‘kan persaksian Allah; sesunggubnya kami
alau demikian tentulah termasuk orang-orang yarsg berdosa”.

tampak kuatnya alat bukti persaksian dalam
g hendak (berwasi

pun tanpa bukti tertulis

Dari ayat tersebut di atas,
at itu), harus

hukum Islam, dimana jike orang Yan
yang adil,1¢ walau

disaksikan oleh dua orang saksi
bukti lisan, bahkan

(dokumen). Hukum |
n sebagainya- Hal ini dapat

i perhubung dengan

bukan hanya wasiat saj3 jugd thalak 980 lai

dimaklumi karena hukum [slam ini

sangat erat sekal

risontal, Khususnya tanggung

#al maupul ho

ik secard vertl
: di akhirat nanti. Walaupun

tanggung jawab ba

jawab kepada Allah SWT.

hal ini dapat dinilai dar segi 288"

legalitasnya kurang Kuat, karen?

Tesmi seperti surat-surat resmi yan

dan sj pewasiat. -
terialny? tid

Di sampin jtu, huku® .
pine tertulls da

dalam hukum Islam- pers

bel’hubu“g jamngnya tUliS

dengan zaman cekarang !
gntut adany®

kepekaan pikirar. manusi®

: : L. H
fesmi (bukti tertulis)
l) D
epag RI., al-Qur @ e

1
 Ibid
-. , pahs®

h
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al saksi, Islam mengharuskan kesamaan

i samping Ity, dalam h
k ada orang yang seagama, bisa

agama d
c i -
ngan si pewasiat kecuali kalau tida

mengambi
bil orang yang pukan seagama yang adil.

g saksi (laki-laki) YA adil itu menurut ulama figh

Persaksian dua oran
a
dalah satu keharusan di
Menurut Imam Malik dan

pas 4 .
ti pula di dalam pcrkam—pcrkara

ben .
da, yaitu dalam perkara-perka:a dimana P&
se i - .
perti dalam masalah wasiat, pemikahan, thalag da® [ain-fain. 13
Adapun mengenal ur dalem pukum 1517 cudah ditentukan,
apabila sudah baligh M3K® ia berhak menjadi saksi dala™ pembuatan wasiat
Dalam hal pencabuta? pukum [s]am menentukaﬂ tigad pokok penyebab
a Y . . vasiatkan kepada orang lain.
ang berwasi | harta YA"E di an .
R T G s i
¢ Yang berwasiat menambah rﬂﬁﬂg‘“"mg1 atau MmN yang
diwasiatkan. 14
. encabll wasiat itu tidak harus di
Dajam hukum [slam meng® i pe oo s ok
. it di notaris maka
depan notaris. Namuﬂ jikﬁ waslatl'ly !
tarl
Pencabutannya jug? parus d! had® not?
. HUku
m Perdats B ghadirkan sakst dalam
Jatd ;14 card e
Dalam huku® per y o - ordate S dalam sl
. iielas
Pembuatan wasiat tu sudalt dif®
13 . .
Thid., h. 338- dan garand perguriafl Tingsg!
y . 338 339 ryek Pembinaaﬂ Prasa_fa_ﬂa
Depag RI., /i Figh il P
h 106-197
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a wasiatnya it dilaksanakan dengan

932, di
i mana dalam pasal tersebut, bil
graphis), maka dalam

pcnyampaiannya harus

tertuli ;
ulis (ditulis sendiri/ola
wasiat terbuka

demikian juga dalam

di ;
saksikan oleh dua orang saksi
(tak rahasia) ini
asia) ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, lihat dalam pasal 938
BW- “Ti
- “Tiap-ti
iap-tiap surat wasiat dengar ghta umum parus dibudt di hadapan
a M |5

dua orang saksi’.
para saksi, dal
dalam keadaan tersampul atau

notari
aris dengan dihadiri oleh
am hukum Perdata BW

Dalam - hal mengenai hadirmy2

n notaris maka
pat orang saksl.

d-
isegel. Hukum Perdata an adany? em
m hal saksi hukum perdate B tidak

meski 'iabcragamﬂISl

jika wasiat itu ditulis di depa

BW menetapk

Di samp
am, Budha,

m
empersoalkan dalam m

H- :
indu, Kristen, dan Konghucu
kan orang

wasi ini
asiat. Hukum perdat2 pW im men®
tahun.

ua macam

itu harys berumur 21
W enetaPke”

Hukum perdatd B

yaitu:
a - *
. Dengan cara dlam-dtam, dan
sal 934 995 dan 996

b
. Dengan card tegas
. disebutkaﬂ

Denga? card

s
R. Subekti dan
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Adapun kest
pun kesimpulian dalam pasal-pasa[ tersebut di atas adalah sebagai

berikut:
yang menerangkan wasiat yang pernah

a. D
e -
ngan surat wasiat yang baru

dibuatnya.
ncabutan wasiat

menerangkan tetang pe

b. D
an akta notarts khususnya yang

yang pernah dibuatnya.
ini harus dilakukan di

wasiat dalam hu

ha
dapan notaris yang bersang
maan dalam gugy a wasiat

kum perdata BW

ukum Perdata

Pencabutan
pukum lsiam dan h

sebagaimana yang telah

B
mempunyai persa

di
isebutkan dalam bab terdahulu-
ean di ata

Dari apa yang
perbedaan dari kedud hukum
melaksanakan wasiab hany3 dalar®
melaksanakannya- al ini mengingat orientas! huku

rdats BW lebih

verts
rtikal dan horisomal, s€

kepentingan hukum negara®

C
+ An .
alisa Terhadap Keduduk?
iat (hart peninggalan)

I,
Hukum Istam
ng

Dalam hukurm [slam orang ya .. Ahli
. puka” i vt
itu ada kalanya ahli waris

. ra

Menerima hartd penmggalﬂn *

Mmengetahut. sedangk?” y is, 5
5 ahlf wart>

harta peninggal?

A
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dan ora
ng s diwasi
g yang diwasiatkan untuknya asal dalam batas yang dibenark
an

agama‘ 16
menerima wasiat dalam hukum Istam

n demikian, orang yang

ena 18 telah mendap

Denga
atkan bagian terientu. Yang

b :
ukan sebagai ahli waris, kar
dalah yang bukan ahii waris, bahkan

mend
apatkan harta secara wasiat itu 2

yang harus didahulukan.

Jadi, walaupun dia bukan

n ahli waris dengal wasiat. Sebagaimana
ada geseorang yang mendapatkan
|i waris. Dengan demikian,
ihan si wafat atau si

Hukum Islam

terdapat dala
iia sehagﬂi ah

harta secara wasiat, it

tuk mengatul da
: t.
pewaris, baik itu tajhis. melunast hutan g-hutangnya dan wast8
jaksand hutang yang harus dilunasi.

ia tidak berhak un

memandang bahwa wasiat It

Oleh karena itu, hutang 18

ini dinyatakan dafam

“Hadits dari 16m4 4% ume s

Ishdq al- Hamddni dart a2 putd"e

Memutuskan untv pehi™

kamu sekalian M€ end pulukd”
is, PT- PV

. . Ma‘wﬂr ) .

* T. M. Hasbi Ash-ShiddleQY- Figh ol a].Muba;?,k:‘;'g‘;"ﬁ ;‘ /o
in 1979 b

S, rhi s 7 AbP ‘Al Muhammad + Abd 3{';; peirvt >

i . Tirmmicdsh, 19 ¥ par a+

A
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orang yang menerima wasiat dalam

Dengan demikian, kedudukan

ukan ahli waris, karena dalam Islam tidak ada

h
ukum Islam itu adalah b

pen
gangkatan ahli waris dengan wasiat

2.
Hukum Perdata B/
BW, dikenal dengan dua jenis wasiat/

Adapun dalam hukum perdata

testa
ment. Kedua jenis testam
ngkatan waris. Seperti

a. -
Wasiat yang berisi “e(ﬁre{ling

» atau wasiat pengé

gangkatal waris,

rikan kepada seseorang

disebutkan dalam pasal 954 BW wasiat pen

yang m

ewasi atkan, membe

de
cngan mand orang

atau lebih dari seseorang. S

harta kekayaan Kalau 18 mening

harta kekayaan
h (hib2h

b . .
. Wasiat yang berisi hiba

memberikan keteraﬂga“’ ba
1 an nﬂma yang m

khusus di dalam suat

seseorang atal beberab? oré

q baran® t
- tertﬁﬂtu

1) Beberap
g dar] Sﬂtu Jcﬂ
dari hartd

2) Barang-bara?

b 16-17

18
Al Afandi, Op G677

o
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kan bahwa orang yang

Dari ketentuan di atas, dapat disimpul

menerima erfstelling dalam hukum Perdata g berkedudukan sebagai ahli
waris. Dan dia berhak mendapatkan bagian harta waris, juga berkewajiban
seperti membayar hutang si wafat,

untuk mengatur harta peninggalanny®

mengurusi si wafat sampai selesai.
g menerima legaat itu laksana kreditur yang

Sedangkan orang yan

an barang-baran

disebutkan dalam surat

g yang telah
orang Yyang

karena ia mendapatk
n kedudukannya pukan

ah tergantung

ahli  waris jadi,

ment (surat wasiat).

wasiat. Adapu
Jetter 1¢51%

mendapatkan wasiat adal

kedudukah yané sama

Adakalanya ia ber

adakalanya tidak demikian




BABYV

KESIMPULAN

A. Kesimpu'an

Dari seluruh uraian yang telah pe
den
gan kedua hukum itu, paik hukum IS

d— .
isimpulkan sebagai berikut:

1
Hukum Islam membolehka berwas

pada prinsipnya P

hukum Perdata % Hal ¢
utlak, apabila

bagian ahli waris M
tak M

tak mutlak, apabila afl waris 18

ahli waris mutlak baglam‘ya

dapat bagiannya- Tidak lain

wasiat,

Dalam hukum Isi2m cara men

lisan (ucapan
u terp? aks2

adil (seagama) kal

Keabsahannya manakal?

tahun, Sedangkall dalar™

enulis dapat men

ni penulis ambl

ada

pesar supaY? an

asus 1

nulis sampaikan di atas, yang berkaitan

jam maupun hukum Perdata BW, dapat

at 1/3 harta peninggalan, akan tetapi

Yfmpulkan adanya persamaatt dengan

i[ dari adany2 kasus pembesaran

ahli waris mutlak bersama ahli waris
k tidak mendapatkan bagian, maka

mutla
anti ahli waris tak muylak

. i adalah untuk memperkecil bagian
g dua q macam yaitu dengan

h dua orang saksi yang

mengenal tertulis saja,

pn atat sudah

cah vertikal dan
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hori. |
isontal, sedangkan hukum Perdata B lebih dominan ke arah kepentingan

hukum negaranya.
um Perdata BW sama-sama menetapkan

3. '
Baik hukum Islam maupun huk

wasiat harus bukan ahl
mendapatkan bagian tertentu yan

pun mereka pasti mendapatkan

i waris. Alasannya ialah orang

orang yang menerima
g tidak

yang termasuk ahli waris sudah

pun. Tanpa waslat

terusik oleh adanya siapa
» memprioritaskan ahli

harta waris, Dari kedua fukum rersebut sama-sam
oleh siapapun.

waris dan kedudukannya tidak tergoyahkan

B
* Sar an
-saran
g semkin canggih yané di dalamnya
uktikan dengan cara lisan dan
menguatkar pukti otentiknya itu

jarend un
notaris, meskipun dalam hukum

dengan cara tertulis d

Islam tidak diharuska” hal

2 . .
Bagi civitas akadem!

berpangku tangal denga? adaf

Kritisan

terus berkembang K°
tentang pcnnasalahan
Sampai penyelesaiﬂ

Indonesia khususny? n
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C. Kata Pen utup
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Dengan men
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skripsi ini, walaupun di sana-sini ban
bu Dosen Jurusan Sya
en pembimbing Yang den
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motivasi Bapak dan !
gan ikhlas
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kirannya demi terselesainyd skripsi ini.

mencurahkan tenaganya, pi
kan banyak rerima kasih kepada semua pihak

n ini untuk meraih gelar Sarjana

Akhirnya penulis mengucap

yang telah membantu terselesainyd penulis
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am. |
mbalas jerih payah penulis dan amal
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